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Kata Pengantar .4

tentang Desa yang
Peraturan Pemerintah,
enteri, menjadi angin segar
ndorong perjuangan untuk

Undang-undang nomor
kemudian dijabarkan lebih
Peraturan Presiden se
bagi masyarakat

baru desa yang lebih baik, merupakan keniscayaan
emakin tumbuh, mengingat adanya peningkatan peran,
i dan kewenangan dari para penyelenggaranya.

Harapan serta optimisme kita, dari hari ke hari semakin
besar, terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa yang
semakin tumbuh berkembang, semakin inovatif, seiring dengan
meningkatnya kewenangan desa dalam mewujudkan desa yang
mandiri dan otonom.



Salah satu bekal penting bagi para penyelenggara
pemerintahan desa adalah terpenuhinya kebutuhan peraturan
tentang Pengelolaan Dana Desa merupakan dana transfer dari
pemerintah pusat (Kementerian Keuangan) kepada pemerintah
desa melalui pemerintah daerah yang akan dijadikan pedoman

dalam pelaksanaan tugasnya. Untuk alasan itulah buku ini
dihadirkan.

Semoga buku ini dapat bermanfaat dan menjadi
ibadah bagi kita semua. Amin.

at kami

Dr. Dadang Suwanda, SE., MM.

&Q

.Ak., Ak. CA

Koadlinkasl Peraturan Dess
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KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI

m Peraturan Menteri Keu lik Indonesia
Nomor 222 /PMK.

Dana Desa.

tang Pengelolaan

m Lampiran Perat eri Keuangan
i or 222 /PMK.07/2020
Dana Desa 65

MK.07/2021 Tentang Perubahan Atas

enteri Keuangan Nomor 222/

2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa 93
iran Peraturan Menteri Keuangan

epublik Indonesia Nomor 69/PMK.07/2021

Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 222/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan

Dana Desa 123

TENTANG PENYUSUN 129






SALINAN

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK o
GAN

PERATURAN MENTERI KE
REPUBLIK IND@NESIA
NOMOR 222/

YANG MAHA ESA
REPUBLIK INDONESIA,

a ketentuan pengelolaan Dana Desa telah

iatur dalam Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan

Dana Desa sebagaimana telah beberapa kali

diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 156/PMK.07/2020 tentang

Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang

Pengelolaan Dana Desa;

b. bahwa untuk meningkatkan efisien, efektivitas,
dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa,
perlu mengatur kembali ketentuan mengenai.
pengelolaan Dana Desa;



Koadlinkasl Peraturan Dess

Mengingat :

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat
(8)

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahu
Anggaran 2021, perlu menetapkan Pera
Menteri Keuangan tentang Pengelolaan

Desa;
Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang D
Republik Indonesia Tahun 194

Lembaran Negara Re
4916);
Undang-Und

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
ana Desa yang Bersumber dari
ran Pendapatan dan Belanja Negara
mbaran Negara Republik Indonesia Tahun
014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
57, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5864);
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5. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020
tentang Kementerian Keuangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
98);

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/
PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negar:
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 18
sebagaimana telah beberapa kali di
terakhir dengan Peraturan Menteri K
Nomor 229/PMK.01/2019 tentang

MEMUT
Menetapkan: PERATURAN UANGAN TENTANG
PENGELO .
AB I

NTUAN UMUM

Pasal 1

Peratu Menteri ini yang dimaksud dengan:

r ke Daerah dan Dana Desa yang selanjutnya

isingkat TKDD adalah bagian dari Belanja Negara yang
alokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara kepada Daerah dan Desa dalam rangka mendanai

pelaksanaan urusan yang telah diserahkan kepada Daerah
dan Desa.

2. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah
Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan
pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh

Kodifikasi Peraturan Desa: Pengelolaan Dana Desa 3
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Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.

3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenanga
daerah otonom.

sistem Negara Kesatuan Republik I

5. Kepala Daerah adalah gubernur b daer: provinsi atau
bupati bagi daerah kabupaten atay walikota bagi daerah
kota.

6. Pemerintah Desa adalah
dengan nama lain di
penyelenggara Pem

7. Desa adalah de

Desa atau yang disebut
at Desa sebagai unsur

Kodinkasl Peraturan Desa
5
8
s
:
:
E
9

at atau yang disebut dengan
Desa adalah kesatuan masyarakat

at berdasarkan prakarsa masyarakat,
dan/atau hak tradisional yang diakui dan

Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran
endapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa
yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai
pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan, pemerintahan,
pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
9. Alokasi Dasar adalah alokasi yang dihitung berdasarkan
persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi
secara merata kepada setiap Desa berdasarkan klaster
jumlah penduduk.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

19.

Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang diberikan kepada
Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki
jumlah penduduk miskin tinggi.

Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada Desa
yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.

Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung berdasarkan
indikator jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Des
luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis
setiap kabupaten/kota.

komunikasi.
Indikasi Kebutuhan Dan ah indikasi dana yang
perlu dianggarkan .da
Pengguna Ang ahara Umum Negara yang
BUN adalah Menteri Keuangan

jutnya disingkat PPA BUN adalah unit organisasi
Kementerian Keuangan yang ditetapkan oleh

agian Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya
disingkat BA BUN adalah bagian anggaran yang tidak
dikelompokkan dalam bagian anggaran kementerian negara/
lembaga.

Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang
selanjutnya disingkat KPA BUN adalah satuan kerja pada

2590 URINIRID [SeLIPOS)

Kodifikasi Peraturan Desa: Pengelolaan Dana Desa 5



masing-masing PPA BUN baik di kantor pusat maupun
kantor daerah atau satuan kerja di kementerian negara/
lembaga yang memperoleh penugasan dari Menteri Keuangan
untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab
pengelolaan anggaran yang berasal dari BA BUN.

20. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negar;
yang selanjutnya disingkat DIPA BUN adalah doku

21. Rencana Kerja dan Anggaran Bendahara Umugz

22. Rencana Dana Pengeluaran Benda um Negara
Transfer ke Daerah dan Dana
disingkat RDP BUN TKDD adalah
anggaran BA BUN yang an himpunan RKA BUN
Transfer ke Daerah d

23. Kantor Pelayanan P
disingkat KPPN vertikal Direktorat Jenderal
Perbendahar: peroleh kuasa dari Bendahara

g selanjutnya

Kodinkasl Peraturan Desa
S
:

an Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya

gkat APBD adalah rencana keuangan tahunan

emerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah.

. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut

APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan

Desa.

27. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat
RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara

6 Kodifikasi Peraturan Desa: Pengelolaan Dana Desa



yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara
Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan
negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada
bank sentral.

28. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat
RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah
yang ditentukan oleh gubernur, bupati, atau walikota un
menampung seluruh penerimaan daerah  dan
seluruh pengeluaran  daerah pada bank yang dite

29. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disebut RKD
rekening ternpat penylmpanan uang Pemeri
yang menampung seluruh penerimaan Des
membayar seluruh pengeluaran Desa
yang ditetapkan.

30. Surat Permintaan Pembayaran yang
SPP adalah dokumen yang diterbi
Komitmen, yang berisi pe
kepada negara.

31. Surat Perintah Memb jutnya disingkat SPM
adalah dokumen
Surat Perintah
bersumber d

lanjutnya disingkat
abat Pembuat

pembayaran tagihan

an oleh Pejabat Penguji
tuk mencairkan dana yang
ian Pelaksanaan Anggaran.

Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat
Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga
iskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari
Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat
adanya pandemi Corona Vims Disease 2019 (COVID-19).

Kodifikasi Peraturan Desa: Pengelolaan Dana Desa 7
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Pasal 2

Pengelolaan Dana Desa dalam Peraturan Menteri ini meliputi:
penganggaran;

pengalokasian;

penyaluran;

penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan;

o)

esa, Menteri Keuangan
BUN Pengelolaan TKDD

penggunaan,;
pemantauan dan evaluasi; dan
sanksi.

I

BAB II

PEJABAT PERBEND
PENGELOLAAN DAN.

(1) Dalam rangka pen
selaku Penggu
menetapkan:

Koadlinkasl Peraturan Dess

Perimbangan Keuangan sebagai
Pengelolaan TKDD;

Transfer Umum sebagai KPA BUN
Dana Transfer Umum; dan

a. Direktu

tur yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang

laksanaan anggaran pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan

ditetapkan sebagai koordinator KPA Penyaluran Dana Alokasi

Khusus Fisik dan Dana Desa.

Kepala KPPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

c merupakan Kepala KPPN yang wilayah kerjanya meliputi

Daerah kabupaten/kota penerima alokasi Dana Desa.

(4) Dalam hal KPA BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b berhalangan tetap, Menteri Keuangan menunjuk

8 Kodifikasi Peraturan Desa: Pengelolaan Dana Desa



(7)

Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan sebagai
pelaksana tugas KPA BUN Pengelolaan Dana Transfer
Umum.
Dalam hal KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
c berhalangan tetap, Menteri Keuangan menunjuk Pejabat
Pelaksana Tugas Kepala KPPN sebagai pelaksana tugas KPA
Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa.
KPA BUN Pengelolaan Dana Transfer Umum sebagai
dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tu
fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan pe
undangan.
Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dan
Fisik dan Dana Desa sebagaimana dj
(1) huruf ¢ mempunyai tugas dan
a. menetapkan Pejabat Pembuat K
Penandatangan Surat Perint Me

b. melakukan verifikasi atas keses dokumen persyaratan
penyaluran Dana Desa;

esa melalui pemotongan
Desa setiap Daerah penyaluran
ana Desa ke Desa;

realisasi penyaluran Dana Desa

usus Fisik dan Dana Desa sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

menyusun dan menyampaikan proyeksi penyaluran Dana
Desa sampai dengan akhir tahun kepada Koordinator
KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana
Desa; dan

Kodifikasi Peraturan Desa: Pengelolaan Dana Desa 9
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g. melakukan pengisian dan menyampaikan capaian
kinerja penyaluran Dana Desa melalui aplikasi Sistem
Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu Bendahara
Umum Negara (SMART BUN) sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan.

(8) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ay:
(7) huruf c menggunakan aplikasi yang disediakan h
Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

(9) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pa
huruf f dan proyeksi penyaluran sebagaims
pada ayat (7) huruf g merupakan satu
laporan keuangan dan proyeksi peny

Khusus Fisik dan Dana Alokasi untuk
Dana Bantuan Operasional Sekol

(10) Koordinator KPA sebagaimana dimaks pada ayat (2)
mempunyai tugas dan fungsi) seba; t:
a. menyampaikan kon asih penyaluran Dana Desa

Pengelolaan TKDD;
b. laporan realisasi BUN

ampaikan konsolidasi laporan

Koadlinkasl Peraturan Dess

c. menyusun
keuang aan anggaran kepada PPA BUN
Pengelola esuai dengan ketentuan peraturan

an; dan

C. proyeksi penyaluran Dana Desa sampai

ir tahun berdasarkan rekapitulasi laporan

Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan

BAB III
PENGANGGARAN
Pasal 4

(1) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan selaku PPA BUN
Pengelolaan TKDD menyusun Indikasi Kebutuhan Dana
Desa.

10 Kodifikasi Peraturan Desa: Pengelolaan Dana Desa



(2) Indikasi Kebutuhan Dana Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), disusun dengan memperhatikan:

a. persentase Dana Desa yang ditetapkan dalam ketentuan

peraturan perundang-undangan;

b. kinerja pelaksanaan Dana Desa; dan

c. kemampuan keuangan negara.

(3) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menyampai

Indikasi Kebutuhan Dana Desa sebagaimana dim
pada ayat (1) kepada Direktorat Jenderal Anggar:

lambat bulan Maret.

(4) Penyusunan dan penyampaian Indikasi Keb
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
berpedoman pada Peraturan Menteri
tata cara perencanaan, penelaahan,
anggaran BA BUN, dan pengesahan

Indikasi Kebutuhan Dana

Pasal 4 digunakan seba;
penyusunan arah k
Nota Keuangan d

ba ana dimaksud dalam
ggaran Dana Desa dan
alokasi Dana Desa dalam
APBN.

BAB IV

PENGALOKASIAN

Ve

Bagian Kesatu
alokasian Dana Desa Setiap Daerah
Kabupaten/Kota

Pasal 6

) Berdasarkan penganggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
melakukan penghitungan rincian Dana Desa setiap Daerah

kabupaten /kota.

Kodifikasi Peraturan Desa: Pengelolaan Dana Desa 11
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(2

(3

)

()

©)

(7)

12

Rincian Dana Desa setiap Daerah kabupaten /kota sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dialokasikan secara merata dan
berkeadilan berdasarkan:

a. Alokasi Dasar;
b. Alokasi Afirmasi;
c. Alokasi Kinerja; dan d. Alokasi Formula.

Pagu Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud pada a
huruf a dihitung sebesar 65% (enam puluh lLim
dari anggaran Dana Desa dibagi secara mers
setiap Desa berdasarkan klaster jumlah pen

Dana Desa dibagi secara proporsion
dan Desa Sangat Tertinggal yang m
miskin tinggi.

indikator penilaian:
a, yaitu Desa yang tidak menerima Alokasi
; dan

iteria kinerja, berdasarkan variabel:

pengelolaan keuangan Desa dengan bobot 20% (dua
puluh persen);

pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20% (dua
puluh persen);

3. capaian keluaran Dana Desa dengan bobot 25%
(dua puluh lima persen); dan

4. capaian hasil pembangunan Desa dengan bobot 35%
(tiga puluh lima persen).

Kodifikasi Peraturan Desa: Pengelolaan Dana Desa



(8) Pagu Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf d dihitung sebesar 31% (tiga puluh satu persen)
dari anggaran Dana Desa dibagi berdasarkan indikator:

a. Jumlah penduduk dengan bobot 10% (sepuluh persen);

b. angka kemiskinan Desa dengan bobot 40% (empat
puluh persen);

c. luas wilayah Desa dengan bobot 20% (dua pul
persen); dan

d. tingkat kesulitan geografis dengan bobot 30% (ti
persen).

(9) Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertingga
dimaksud pada ayat (4) merupakan De

Desa sangat tertinggal yang memili

miskin terbanyak yang berada pada kelompgk Desa pada
desil ke 8 (delapan), 9 (sembilan), 0 (sepuluh)
berdasarkan perhitungan y ilakukan oleh Direktorat

Jenderal Perimbangan Keu

(1) Data jumlah D r dari Kementerian Dalam

Negeri dan di ka am Undang-Undang mengenai

dan Desa Sangat Tertinggal sebagai-
am Pasal 6 ayat (4) bersumber dari data
bangun yang diterbitkan oleh Kementerian

lah penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal
(8) huruf a bersumber dari Kementerian Dalam

gka kemiskinan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal

6 ayat (8 huruf b menggunakan data jumlah penduduk

miskin Desa bersumber dari Kementerian Sosial dan/atau

Badan Pusat Statistik.

(5) Data luas wilayah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal
6 ayat (8) huruf c¢ bersumber dari Badan Pusat Statistik.

Kodifikasi Peraturan Desa: Pengelolaan Dana Desa 13
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(6) Tingkat kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 ayat (8) huruf d menggunakan IKK Daerah
kabupaten/kota bersumber dari Badan Pusat Statistik.

(7) Data jumlah Desa, data jumlah penduduk, data indeks
Desa membangun, data jumlah penduduk miskin, luas
wilayah, dan IKK sebagaimana dimaksud pada ayat (
sampai dengan ayat (06) disampaikan kepada Me
Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Ke
paling lambat bulan September.

(8) Dalam hal data sebagaimana dimaksud pada ayat
dengan ayat (6) tidak tersedia, terdapat ang
atau data tidak memadai, penghitungan ri
setiap Daerah kabupaten/kota dapa

a. data tahun sebelumnya;

b. rata-rata data Desa dalam satu kecam dimana Desa
tersebut berada; dan/at

c. data hasil pembaha d; n kementerian/lembaga
yang berwenang.

Koadlinkasl Peraturan Dess

(9) Data tidak tersedi anomali data, dan/atau
data tidak me aimana dimaksud pada ayat (8)

(10) i an dengan kementerian/lembaga sebagaimana
da ayat (8) huruf c dilakukan melalui rekonsiliasi
gan kementerian/lembaga dan dituangkan dalam
Acara Rekonsiliasi.

Pasal 8

1) Hasil penghitungan Dana Desa setiap Daerah kabupaten/
kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disampaikan
dalam pembahasan Nota Keuangan dan Rancangan Undang-
Undang mengenai APBN antara Pemerintah dengan Dewan
Perwakilan Rakyat.

14 Kodifikasi Peraturan Desa: Pengelolaan Dana Desa



Berdasarkan pagu alokasi Dana Desa dalam Rancangan
Undang-Undang mengenai APBN dan hasil pembahasan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan alokasi
Dana Desa setiap Daerah kabupaten/kota.

Berdasarkan alokasi Dana Desa menurut Daerah kabupaten/
kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kementerian

Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuang
menyampaikan informasi alokasi Dana Desa menurut Dag

Perimbangan Keuangan.
Alokasi Dana Desa setiap Daerah kabupaten /kota
dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Pera
mengenai rincian APBN.

Pasal 9

Pengalokasian rincian Dana Des tiap kabupaten/

kota sebagaimana dimaksud d
dengan menggunakan rum

Keterangan:

6 ayat (2) dihitung

DD Kab/Kota = AA Kab/Kota +

+ AF Kab/Kota

Pasal 10

Besaran Alokasi Dasar setiap Daerah kabupaten/kota
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dihitung dengan
cara menjumlahkan Alokasi Dasar setiap Desa di Daerah
kabupaten/kota.

;
g
B
3
2590 URINIRID [SeLIPOS)
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(2) Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditentukan berdasarkan klaster jumlah penduduk
sebagaimana dimaksud dalam Pasal7 ayat (3), dengan
ketentuan:

a. Rp.481.573.000,00 (empat ratus delapan puluh satu

juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) bagi Des

dengan jumlah penduduk sampai dengan 100 (seratiis
jiwa;

b. Rp561.574.000,00 (lima ratus enam puluh ta

esa

ai

lima ratus tujuh puluh empat ribu rupi

dengan jumlah penduduk 101 (serat
dengan 1.000 (seribu) jiwa;

c. Rp641.574.000,00 (enam ratus
lima ratus tujuh puluh empat
dengan jumlah penduduk 1.0
dengan 5.000 (lima ribu){jiwa;

d. Rp721.575.000,00 (t

atu juta
bagi Desa

u i
(seri satu) sampai

s dua puluh satu juta
lima ratus tujuh ibu rupiah) bagi Desa
dengan jumlah 1 (lima ribu satu) sampai
dengan 10. h ribu) jiwa; dan

Rp801.5 ratus satu juta lima ratus tujuh
piah) bagi Desa dengan jumlah
s 10.000 (sepuluh ribu) jlwa.

Koadlinkasl Peraturan Dess

Pasal 11

okasi Afirmasi setiap Daerah kabupaten/kota
aimana dimaksud dalam Pasal 9 dihitung dengan
nakan rumus:

AA Kab/Kota = (AA DST x DST Kab/Kota) +
(AA DT x DT Kab/Kota)

Keterangan :
AA Kab/Kota = Alokasi Afirmasi setiap Daerah kabupatenkota
AA DST = besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa

sangat tertinggal yang memiliki jumlah
penduduk miskin tinggi
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DST Kab/Kota

Jumlah Desa sangat tertinggal yang
memiliki jumlah penduduk miskin tinggi
di Daerah kabupaten/kota

AA DT = besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa
tertinggal yang memiliki jumlah penduduk
miskin tinggi

DT Kab/Kota jumlah Desa tertinggal yang memilj
jumlah penduduk miskin tinggi di D

kabupaten/kota

(2) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa tertinggal
jumlah penduduk miskin tinggi sebagaimana d
ayat (1) dihitung sebesar 1 (satu) kali
setiap Desa.

(3) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa inggal yang

jumlah penduduk miskin tinggi

jumlah Desa tertinggal yang memiliki jumlah
penduduk miskin tinggi

Pasal 12

Besaran Alokasi Kinerja setiap Daerah kabupaten/kota
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dihitung dengan
menggunakan rumus:

2590 URINIRID [SeLIPOS)

AK Kab/Kota = Jumlah Desa AK x AK Desa
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Keterangan:
AK Kab/Kota

Alokasi Kinerja setiap Daerah kabupaten/
kota

Jumlah Desa penerimaAlokasi Kinerja
setiap Kab/Kota

Jumlah Desa AK

(3) Jumlah Desa penerima Alokasi Kinerja setiap Da
kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada aya
dihitung dengan ketentuan:
a. Daerah kabupaten/kota dengan jumlah Desa @

dari jumlah Desa;

b. Daerah kabupaten/kota dengamy juml
101 (seratus satu) sampai de 4
Desa, jumlah Desa penesima Al inerja sebanyak

jumlah Desa; dan

jumlah Desa lebih dari

(empat ratus)

Kodinkasl Peraturan Desa
:
o,
:
S

4) i Kinerja setiap Daerah kabupaten/
imaksud pada ayat (2) ditentukan
iteria utama dan kriteria kinerja.

a sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
esa yang tidak menerima Alokasi Afirmasi.

(5

inerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
urutan Desa yang mempunyai skor kinerja
dihitung dengan menggunakan rumus:

Skor Kinerja = {(0,20 x Y1) + (0,20 x Y2) +
(0,25 x Y3) + (0,35 x Y4)}

Keterangan:

Skor Kinerja = skor kinerja setiap Desa.
Yl = pengelolaan keuangan Desa.

18 Kodifikasi Peraturan Desa: Pengelolaan Dana Desa




Y2 = pengelolaan Dana Desa.
Y3 = capaian keluaran Dana Desa.
Y4 = capaian hasil pembangunan Desa.

Pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada

ayat (5) dinilai dari:

a. perubahan rasio Pendapatan Asli Desa terhadap tot:
pendapatan APBDes dengan bobot 50% (lima pul
persen); dan

b. rasio belanja bidang pembangunan dan pemb
terhadap total belanja bidang APBDes dg
50% (lima puluh persen).

Pengelolaan Dana Desa sebagaimana di

(5) dinilai dari:

a. persentase kesesuaian bidang pe gu dan pem-
berdayaan sebagai prioritas ¢Dana erhadap total
Dana Desa dengan bobo ima puluh lima persen);
dan

ayat

b. persentase pengad sa Dana Desa secara

swakelola deng o (empat puluh lima persen).

Capaian keluar: sebagaimana dimaksud pada

enyerapan Dana Desa dengan bobot
persen); dan

paian keluaran Dana Desa dengan bobot

puluh persen).

sil pembangunan Desa sebagaimana dimaksud

at (5) dinilai dari:

rubahan skor indeks Desa membangun dengan bobot

30% (tiga puluh persen);

. perubahan status Desa indeks Desa membangun dengan

bobot 30% (tiga puluh persen);

c. status Desa indeks Desa membangun terakhir dengan
bobot 10% (sepuluh persen); dan

d. perbaikan jumlah penduduk miskin Desa dengan bobot
30% (tiga puluh persen).

Kodifikasi Peraturan Desa: Pengelolaan Dana Desa 19
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(11) Alokasi Kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) dihitung dengan menggunakan rumus:

AK Desa = (0,03 x DD)/(0, 1 x Jumlah Desa)

Keterangan:

AK Desa = Alokasi Kinerja setiap Desa
DD = pagu Dana Desa nasional
Jumlah Desa = jumlah Desa nasional

(11) Data APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
dari Kementerian Desa, Pembangunan Dag

dan Transmigrasi. Q
7

(12) Data realisasi penyerapan dan ca
Desa sebagaimana dimaksud pa ayat
dari aplikasi Online Monitoring Sis Per
Anggaran Negara (OM SPAN

Daerah kabupaten/kota
Pasal 9 dihitung dengan

Koadlinkasl Peraturan Dess

(1) Besaran Alokasi F

10 x Y)) + (0,40 x Y2) +
(0,20 x Y3) + (0,30 x Y4)} x
(0,31 x DD)

ota

Alokasi Formula setiap Daerah kabupaten/kota

rasio jumlah penduduk Desa setiap Daerah

kabupaten/kota terhadap total penduduk Desa

nasional

rasio angka kemiskinan Desa Jumlah penduduk

miskin Desa) setiap Daerah kabupaten/kota terhadap

total penduduk miskin Desa nasional

Y4 = rasio IKK Daerah kabupaten/kota terhadap total
IKK Daerah kabupaten/kota yang memiliki Desa
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Bagian Kedua
Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa

Pasal 14

(1) Berdasarkan rencana Dana Desa setiap Daerah kabupaten/
kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) atau
ayat (4), bupati/walikota melakukan penghitungan rinci

Dana Desa setiap Desa.
(2) Rincian Dana Desa setiap Desa sebagaimana di
pada ayat (1) dialokasikan secara merata dan e

berdasarkan:

a. Alokasi Dasar setiap Desa;
b. Alokasi Afirmasi setiap Desa;

c. Alokasi Kinerja setiap Desa; dan
d. Alokasi Formula setiap Des

Pa 15

(1) Besaran Alokasi Dasar i sebagaimana dimaksud
a ditentukan berdasarkan
klaster jumlah agaimana dimaksud dalam

. Direktur Jenderal Perimbangan
daftar Desa penerima dan besaran

pe vagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada

up. .
Pasal 16
@ saran Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b dihitung sesuai dengan
ketentuan dalam Pasal 11 ayat (4).

(2) Alokasi Afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan kepada Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal
yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (9).
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(3) Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
menyampaikan daftar Desa penerima dan besaranAlokasi
Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
kepada bupati/walikota.

Pasal 17

(1) Besaran Alokasi Kinerja setiap Desa sebagaimana dim
dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c dihitung sesuai
ketentuan dalam Pasal 12 ayat (10).

(2) Alokasi Kinerja setiap Desa sebagaimana dia
ayat (1) diberikan kepada Desa dengan j
terbaik sebagaimana dimaksud dalam
ayat (7).

Perimbangan

a dan besaran

dimaksud pada

(3) Menteri Keuangan c.q. Direktur
Keuangan menyampaikan daftar De
Alokasi Kinerja setiap De
ayat (1) kepada bupati/

Koadlinkasl Peraturan Dess

(1) Besaran Alokasi iap Desa sebagaimana dimaksud

puluh persen) untuk angka kemiskinan;

puluh persen) untuk luas wilayah; dan

iga puluh persen) untuk tingkat kesulitan geografis.

Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud

a ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus:

AF Desa = {0,10 x Zl ) + (0,40 x Z2) + (0,20 x Z3) +
(0,30 x Z4)} x AF Kab/Kota

Keterangan:
AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa.
Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap

22 Kodifikasi Peraturan Desa: Pengelolaan Dana Desa



total penduduk Desa Daerah kabupaten/
kota

z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa
terhadap total penduduk miskin Desa
Daerah kabupaten/kota

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap
total luas wilayah Desa Daerah kabupaten
kota

74 = rasio IKG setiap Desa terhadap IK

Daerah kabupaten/kota

AF Kab/Kota = Alokasi Formula setiap Daer:
kota
(3) Angka kemiskinan Desa dan tingka li grafis

Desa sebagaimana dimaksud pada a
ditunjukkan oleh jumlah penduduk
Desa.

(4) Bupati/walikota melakukan
setiap Desa sebagaimanadi

2), sing-masing

sa dan IKG

gan Alokasi Formula
ayat (1) berdasarkan

sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) berd yang dimiliki oleh bupati/
dari instansi Pemerintah dan/

Pasal 19

mbagian dan penetapan rincian Dana Desa
esa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ditetapkan
peraturan bupati/walikota.

ran bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)

, paling sedikit memuat:
. jumlah Desa;

. tata cara penghitungan pembagian Dana Desa ke setiap
Desa;

c. penetapan rincian Dana Desa;

2590 URINIRID [SeLIPOS)

d. mekanisme dan persyaratan penyaluran Dana Desa;
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e. prioritas penggunaan Dana Desa; dan
f. penyusunan dan penyampaian laporan realisasi penggunaan
Dana Desa.

(3) Bupati/walikota menyampaikan peraturan bupati/walikota
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPA Penyaluran
Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa dan kep
Desa.

(4) Peraturan bupati/walikota sebagaimana dimaksud pa

setiap Desa dan daftar RKD.

(5) Peraturan bupati/walikota sebagaimana

Khusus Fisik dan Dana Desa
Monitoring Sistem Perbendahara ggaran Negara
(OM SPAN).
(6) Daftar RKD sebagaimana di ud pa at (4) merupakan
daftar rekening kas seti pada bank umum yang

Koadlinkasl Peraturan Dess

er t bahan RKD sebagaimana dimaksud
i/walikota menyampaikan perubahan
PA" Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik

an anggaran Negara.

24 Kodifikasi Peraturan Desa: Pengelolaan Dana Desa




BAB V
PENYALURAN

Bagian Kesatu
Dokumen Pelaksanaan Penyaluran

Paragraf 1
DIPA

Pasal 20

(1) KPA BUN Pengelolaan Dana Transfer Umuz
RKA BUN Dana Desa sesuai dengan ket
perundang-undangan.

(2) RKA BUN Dana Desa sebagaimana di sud gpada ayat (1)
disusun berdasarkan Peraturan Presi mengenai rincian

APBN.
(3) RKA BUN Dana Desa seb m dimaksud pada ayat
(1) disampaikan oleh KP. N¢Pengelolaan Dana Transfer

Umum kepada Inspe Kementerian Keuangan
untuk direviu.
(4) RKA BUN Da telah direviu sebagaimana

digunakan sebagai salah satu

sud pada ayat (5) berupa Daftar Hasil Penelaahan

BUN TKDD.

PA BUN Pengelolaan Dana Transfer Umum menyusun

DIPA BUN Dana Desa berdasarkan RDP BUN TKDD yang

telah ditelaah sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

(8) DIPA BUN Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(7) disampaikan oleh Pemimpin PPA BUN TKDD kepada
Direktur Jenderal Anggaran.
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)

(10)

(11)

(1)

()

(3)

26

Direktur Jenderal Anggaran atas nama Menteri Keuangan
mengesahkan DIPA BUN Dana Desa berdasarkan hasil
penelaahan atas RDP BUN TKDD sebagaimana dimaksud
pada ayat (6).

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan selaku Pemimpin
PPA BUN Pengelolaan TKDD menyampaikan DIPA Pe
BUN Dana Desa kepada KPA Penyaluran Dana Alo
Khusus Fisik dan Dana Desa.

DIPA Petikan BUN Dana Desa sebagaimana dim

ayat (10) digunakan sebagai dasar pelaksana
satuan kerja BUN dan pencairan dana/
BUN/Kuasa BUN.

Pasal 21

KPA BUN Pengelolaan Dana Transfer um dapat menyusun

perubahan DIPA BUN D esa S imana dimaksud
dalam Pasal 20.

Penyusunan perubah A ana Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat i an sesuai dengan Peraturan

Menteri Keuan ai tata cara revisi anggaran.

aragraf 2
Pembayaran, Surat Perintah
dan Surat Perintah Pencairan Dana

Pasal 22

P

at” Pembuat Komitmen menggunakan DIPA Petikan
Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20
agai dasar penerbitan SPP.

SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh
Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar sebagai
dasar penerbitan SPM.

SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan
sebagai dasar penerbitan SP2D.
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Bagian Kedua
Tahapan dan Persyaratan Penyaluran

Pasal 23

(1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
(2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap Daer;

kabupaten/kota dan penyaluran dana hasil pemot
Dana Desa ke RKD.
(3) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah kab

dan penyaluran dana hasil pemotongan D
RKD sebagaimana dimaksud pada ayat
berdasarkan surat kuasa pemindahb
bupati/walikota.

(4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana

BLT De sampai dengan bulan kelima
Januari; dan

npai dengan bulan kelima;

ap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu

ana Desa setiap Desa, dengan rincian:

1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa
setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk
BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan
kesepuluh paling cepat bulan Maret; dan

2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan
keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling

:
3
%
!
=
s
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cepat bulan Juni untuk bulan keenam dan paling
cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan
ketujuh sampai dengan bulan kesepuluh; dan

c. tahap Il sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu
Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:

1. 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa seti

Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk

Desa bulan kesebelas sampai dengan bul

belas paling cepat bulan Juni; dan

2. kebutuhan Dana Desa untuk BL

kesebelas sampai dengan bulan keg

T

cepat bulan November untuk as dan
paling cepat akhir bulan
belas.

(5) Penyaluran Dana Desa sebagaim i sud pada ayat
(1) untuk Desa berstatus

Koadlinkasl Peraturan Dess

sampai dengan bulan ketujuh paling cepat
Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat
asing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua
sampai dengan bulan ketujuh; dan

. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu
Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:

1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa
setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk
BLT Desa bulan kedelapan sampai dengan bulan
kedua belas paling cepat bulan Maret; dan
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2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan
kedelapan sampai dengan bulan kedua belas paling
cepat bulan Agustus untuk bulan kedelapan dan
paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk
bulan kesembilan sampai dengan bulan kesebelas,
serta paling cepat akhir bulan November untuk
bulan kedua belas.

(6) Desa Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merup
status Desa hasil penilaian yang dilakukan setia;
dan ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pemba
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam I

Pasal 24

(1) Penyaluran Dana Desa dilaksanakan setelah Penyaluran
Dana Alokasi Khusus Fisik dan D
ari bu

a menenma

dokumen persyaratan penyalu alikota secara

lengkap dan benar, deng; ete :

a. tahap I sebesar se a aksud dalam Pasal
23 ayat (4) huruf erupa:

mengenai tata cara pembagian

dan pe i Dana Desa setiap Desa;

huruf b angka 1 berupa:

realisasi penyerapan dan capaian keluaran
ana Desa tahun anggaran sebelumnya;

laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran
Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi
penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh
persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan
paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen)
dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;

3. peraturan kepala Desa mengenai penetapan keluarga
penerima manfaat BLT Desa atau peraturan kepala
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desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga
penerima manfaat BLT Desa; dan

S. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif
sisa Dana Desa di RKUD antara Pemerintah Daerah
dan kepala KPPN yang berasal dari:

a) sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 samp
dengan Tahun Anggaran 2018 yang disetor 40leh
kepala Desa ke RKUD; dan

b) sisa Dana Desa di RKUD Tahun An
sampai dengan Tahun Anggaran

Dana Desa sampai dengan | tahap menunjukkan
ing sedikit sebesar

untuk Desa berstatus Desa Mandiri
KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus
a Desa menerima dokumen persyaratan
i bupati/walikota secara lengkap dan benar,

3 ayat (5) huruf a angka 1 berupa:

1. peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian
dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;

2. peraturan Desa mengenai APBDes; dan
3. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa; dan

b. tahap II sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal
23 ayat (5) huruf b angka 1 berupa:
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(3)

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran
Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;

2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran
Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi
penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh
persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan
paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima perse
dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;

3. laporan konvergensi pencegahan stunting
Desa tahun anggaran sebelumnya;

4. peraturan kepala Desa mengenai penet
penerima manfaat BLT Desa atau
desa mengenai penetapan tid
penerima manfaat BLT Desa;

berita acara konfirmasi dan nsiliasi kumulatif
erintah Daerah

aluran Dana Desa tahap II Tahun Anggaran
021 juga di tambahkan dokumen persyaratan berupa
kepala Desa mengenai tidak terdapat calon keluarga
a manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/
u tidak tersedia cukup anggaran per bulannya.

Dalam hal bupati/walikota melakukan perubahan peraturan
bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan
rincian Dana Desa setiap Desa, selain persyaratan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ dan ayat (2) huruf b
juga ditambahkan dokumen persyaratan berupa peraturan
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bupati/walikota mengenai perubahan tata cara pembagian
dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa.

(5) Bupati/walikota bertanggung jawab untuk menerbitkan surat
kuasa pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a angka 3 dan ayat (2) huruf a
angka 3 untuk seluruh Desa, dan wajib disampaikan pa
saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran taliap
I pertama kali.

(6) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pad
huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 sert
huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rats
capaian keluaran dari seluruh kegiatan

(1)
()

(7) Penyusunan laporan realisasi pen
keluaran sebagaimana dimaksud
angka 2 dan huruf c angka 1, 'serta t (2) huruf b
angka 2 dilakukan sesuai
bidang, kegiatan, uraian

referensi data

keluaran, dan capai
(8) Dalam hal tabel r aimana dimaksud pada
ayat (7) belum i

Koadlinkasl Peraturan Dess

utuhan input data, bupati/
intaan perubahan tabel referensi

9) 2 eferensi sebagaimana dimaksud pada

persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud

ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dengan surat

antar yang ditandatangani oleh bupati/walikota, wakil
upati/wakil walikota, atau pejabat yang ditunjuk.

) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dalam
bentuk dokumen digital (softcopy) atau dokumen fisik (hard
copy).

(12) Dokumen digital (softcopy) sebagaimana dimaksud pada

ayat (11) diolah dan dihasilkan melalui aplikasi Online
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Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara
(OM SPAN).

Pasal 25

(1) Dana Desa tahap I untuk kebutuhan BLT Desa bulan

kesatu sampai dengan bulan kelima sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 23 ayat (4) huruf a angka 2, disalurk
dengan ketentuan :

a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksu
Pasal 24 ayat (1) huruf a dan melakukan
jumlah keluarga penerima manfaat setiag
berlaku selama 12 (dua belas) bulan
Dana Desa untuk BLT Desa bul

b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua pai dengan
bulan kelima untuk masing-masing, b disalurkan
setelah bupati/walikota
jumlah keluarga peneri

aman realisasi
t bulan sebelumnya.

(2) Penyaluran Dana Desa LT Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal uruf b angka 2 untuk
bulan keenam s bulan kesepuluh masing-
masing bulan setelah bupati/walikota melakukan
perekaman _sealisasi j ah keluarga penerima manfaat

melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga
a manfaat bulan sebelumnya.

rekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai
dengan ayat (3) dilakukan melalui aplikasi Online Monitoring
Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN).
Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk
perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat
bulan kedua belas dilakukan paling lambat tanggal 31
Desember.

2
%_
:
R
:
:
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(6) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a, merupakan jumlah yang diperoleh
dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa
bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah
keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun berkenaan.

(7) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BL
Desa, Dana Desa disalurkan dengan besaran sebagai
dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) tanpa dikurangi keb
Dana Desa untuk BLT Desa.

(®)

©)
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ayat (1) sampai d untuk bulan kesatu sampai
dengan bulang, ye disalurkan dapat dilakukan
ekaman realisasi jumlah keluarga
Desa bulan sebelumnya.

Bupati/walikota bertanggung jawab atas kebenaran perekaman
data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat
(3), dan ayat (5).
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Pasal 26

(1) Dana Desa tahap I untuk Desa berstatus Desa Mandiri,
kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan
ketujuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5)
huruf a angka 2 disalurkan dengan ketentuan:

a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dal
Pasal 24 ayat (2) huruf a dan melakukan perekam
jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan
berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk pe
Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatuy;

setelah bupati/walikota melakuk
jumlah keluarga penerima mantf:

(2) Penyaluran Dana Desa Tahap II
dimaksud dalam Pasal 2 t,(5) huruf b angka 2
untuk bulan kedelapan s
masing-masing bulan elah bupati/walikota
melakukan perekaman i lah keluarga penerima

(3) Perekaman se i imaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) dilaku i

likasi Online Monitoring Sistem
ggaran Negara (OM SPAN).

belas untuk Desa berstatus Desa Mandiri
an" paling lambat 31 Desember.

keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud
ayat (1) huruf a, merupakan jumlah yang diperoleh
i realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa
bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah
keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun berkenaan.
Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT
Desa, Dana Desa disalurkan dengan besaran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5) tanpa dikurangi kebutuhan
Dana Desa untuk BLT Desa.
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(7) Dalam hal terdapat perubahan peraturan kepala desa
mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b
angka 4, bupati/walikota menyampaikan perubahan peraturan
kepala desa dimaksud melalui aplikasi Online Monitoring
Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SP
paling lambat tanggal 31 Desember.

(8) Dalam hal penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa
kesatu tidak dilaksanakan mulai bulan Januari,
Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dim

manfaat BLT Desa bulan sebelumnya.
(9) Dalam hal jumlah keluarga peneri at untuk Desa
berstatus Desa Mandiri yang iSasikan lebih besar
atau lebih kecil dari ju luarga penerima manfaat
yang telah direkam pad satu, Dana Desa untuk
BLT Desa bulan kedue i/dengan bulan kedua belas
an BLT Desa setiap bulan

Kodinkasl Peraturan Desa
3
5
:

sebagaimana din da ayat (1) huruf a.
(10) Bupati/walikot 1goung jawab atas kebenaran perekaman
data reali j keluarga penerima manfaat BLT Desa

sud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat

Pasal 27

rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran

agaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), kepala

esa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran

kepada bupati/walikota, secara lengkap dan benar dengan

ketentuan:

a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDes; b.
tahap II berupa:

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran
Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
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2. laporan realisasi penyerapan dan capalan keluaran
Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi
penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh
persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan
paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen)
dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;

3. peraturan kepala Desa mengenai penetapan keluar
penerima manfaat BLT Desa atau peraturan k
Desa mengenai penetapan tidak terdapat
penerima manfaat BLT Desa; dan

4. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi
Dana Desa Tahun Anggaran 2015, s:
Tahun Anggaran 2018 di RKD
Daerah dan Pemerintah Des

c. tahap III berupa:

dan

1. laporan realisasi peny dan aian keluaran
Dana Desa sampai deng ap II menunjukkan
rata-rata realisasigpenye aling sedikit sebesar
90% (sembilan dan rata-rata capaian

keluaran paling sedikit sebesar 75%

en) dari Dana Desa tahap II
; dan

ensi pencegahan stunting tingkat
ggaran sebelumnya.

ampaikan dokumen persyaratan penyaluran
upati/walikota secara lengkap dan benar, dengan

. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDes; dan
b. tahap II berupa:
1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran
Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran
Dana Desa tahap I menunjukkan rata rata realisasi

%
5
5
.
g
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penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh
persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan
paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen)
dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;

3. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat
Desa tahun anggaran sebelumnya;

4. peraturan kepala Desa mengenai penetapan kel
penerima manfaat BLT Desa atau peraturs
Desa mengenai penetapan tidak terdapat
penerima manfaat BLT Desa; dan

S. Dberita acara konfirmasi dan rekonsilia
Dana Desa Tahun Anggaran 2015
Tahun Anggaran 2018 di
Daerah dan Pemerintah De

(3) Dalam hal Desa tidak melaksan

Anggaran 2020 selama 9 (s an) bulan, selain persyaratan
penyaluran sebagaimana pada ayat (1) huruf b
dan ayat (2) huruf b,4penyal ap II Tahun Anggaran
2021 ditambahkan syaratan berupa peraturan

kepala Desa me inti terdapat calon keluarga penerima

manfaat BL e emenuhi kriteria dan/atau tidak
tersedia cuk per bulannya.

4) i e ebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dan huruf c angka 1 serta ayat (2)

oka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase

Desa Tahun

Koadlinkasl Peraturan Dess

gka 2 dan huruf c angka 1, serta ayat (2) huruf b
angka 2 dilakukan sesuai dengan tabel referensi data
bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume
keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.

Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) belum memenuhi kebutuhan input data, kepala
Desa menyampaikan permintaan perubahan tabel referensi
kepada bupati/walikota untuk dilakukan pemutakhiran.
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(7) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada
ayat (6) mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh
Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 28

(1) Dalam rangka penyaluran Dana Desa tahap I untuk
kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bu

kelima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ay ,

kepala Desa memenuhi ketentuan:

a. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pas t
12

(1) huruf a dan menyampaikan data ju
penerima manfaat setiap bulan yang
(dua belas) bulan untuk penyalur:
BLT Desa bulan kesatu kepada i ikota; dan

data realisasi jumlah
sebelumnya kepada

setelah kepala Desa me
keluarga penerima
bupati/walikota.
(2) Penyaluran Dan II untuk BLT Desa bulan
lan kesepuluh sebagaimana
ayat (2) masing-masing bulan

keenam samp
dimaksud d

rkan setelah kepala Desa menyampaikan data realisasi

lah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada

bupati/walikota.

Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga

penerima manfaat bulan kedua belas kepada bupati/walikota

paling lambat minggu ketiga bulan Desember.

(5) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a merupakan jumlah yang diperoleh
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(7)

(1)
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dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa
bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah
keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun berkenaan.

Dalam hal terdapat perubahan peraturan kepala Desa
mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf
angka 3, kepala Desa menyampaikan perubahan pera
kepala desa dimaksud kepada bupati/walikota paling
minggu ketiga bulan Desember.

Pasal 29

Dalam rangka penyaluran Dana D I untuk Desa
berstatus Desa mandiri, ke an esa bulan kesatu
gaimana dimaksud dalam
menuhi ketentuan:

sud dalam Pasal 27 ayat
ampaikan data jumlah keluarga
bulan yang berlaku selama 12
tuk penyaluran Dana Desa untuk

sampai dengan bulan ke
Pasal 26 ayat (1) ke

a. persyaratan seba;

D

esatu;

v alilkepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah
elyarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada
npati/walikota.
yaluran Dana Desa tahap II untuk BLT Desa bulan

kedelapan sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) untuk masing-masing
bulan disalurkan setelah kepala Desa menyampaikan data
realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya
kepada bupati/walikota.
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(1)

Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga
penerima manfaat BLT Desa bulan kedua belas untuk
Desa berstatus Desa Mandiri kepada bupati/walikota paling
lambat minggu ketiga bulan Desember.

Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a, merupakan jumlah yang diperoleh
dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT De
bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan ju
keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun berk
Dalam hal terdapat perubahan peraturan kepal
mengenai penetapan keluarga penerima manfa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27
angka 4, kepala desa menyampaikan pe
kepala desa dimaksud kepada bupati/
minggu ketiga bulan Desember.

s keb data realisasi
aty BLT Desa sebagaimana

Kepala Desa bertanggung jawab
jumlah keluarga penerima
dimaksud pada ayat (1).d

Pa:

Dalam hal bu 0 dak menyampaikan dokumen
a Desa sebagaimana dimaksud
dan ayat (2) dan tidak melakukan

idak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran
tnya.
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Bagian Ketiga
Penyaluran Dana Desa Setiap Daerah
Kabupaten/Kota kepada Desa

Pasal 31

(1) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah kabupaten/ko
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dilaks
dengan menggunakan SPP dan SPM.

(2) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah kabu
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di t
menggunakan akun penerimaan nonangg;

Pasal 32

(1) Penyaluran dana hasil pemotongan a Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) d an berdasarkan
pencatatan dana hasil pe an Dana Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal

(2) Pejabat Pembuat Ko anakan penyaluran dana

agaimana dimaksud pada

Koadlinkasl Peraturan Dess

3) imana dimaksud pada ayat (2), Pejabat

4) PM sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
yanan Perbendaharaan Negara menerbitkan SP2D
enyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke

nerbitan SPP dan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) dan ayat (3) dilaksanakan pada tanggal yang sama

dengan penerbitan SPP dan SPM sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 31 ayat (1).

(6) Berdasarkan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa
ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepala Desa
menyampaikan lembar konfirmasi penerimaan penyaluran
Dana Desa di RKD kepada bupati/walikota.
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(7) Kepala KPPN menyampaikan daftar rincian SP2D penyaluran
dan SP2D hasil pemotongan Dana Desa kepada bupati/
walikota ke RKD melalui aplikasi Online Monitoring Sistem
Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN).

(8) Tata cara penerbitan SPP, SPM, dan SP2D sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB VI

PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAW.
DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Penatausahaan, Pertanggungjawaban,

Pelaporan Tingkat

(1) Dalam rangka pertan, j enyaluran Dana Desa,
KPA Penyaluran D usus Fisik dan Dana Desa

ana dimaksud dalam Pasal

Pasal 3 ayat (10) huruf a dan huruf b kepada
r Jenderal Perimbangan Keuangan melalui aplikasi
nline Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran
Negara (OM SPAN).

Pasal 34

(1) Dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan BA BUN
TKDD, Pemimpin PPA Pengelolaan BUN menyusun laporan
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keuangan TKDD sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan
mengenai sistem akuntansi dan pelaporan TKDD.
(2) Laporan keuangan TKDD sebagaimana maksud pada ayat
(1) mencakup pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa.
(3) Laporan keuangan TKDD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disusun oleh unit eselon II Direktorat Jendera

(4) Untuk penatausahaan, akuntansi dan p
atas pelaksanaan anggaran, KPA Penyalura
Khusus Fisik dan Dana Desa menyusu
tingkat KPA dan menyampaikan kep
Pengelolaan TKDD melalui Koordina
Alokasi Khusus Fisik dan Dana a, dengan ketentuan:

Khusus Fisik dan D

Koadlinkasl Peraturan Dess

rekonsiliasi data aran transfer dengan
KPPN selaku K ngan berpedoman pada
ketentuan p mengenai

am rangka penyusunan laporan
keuang

tingkat KPA Penyaluran Dana Alokasi
K dan Dana Desa disampaikan secara
berje epada PPA BUN Pengelolaan TKDD melalui

rdinator KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik
ana Desa sesuai dengan jadwal penyampaian
oran keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan
enteri Keuangan mengenai tata cara penyusunan dan

lap

penyampaian laporan keuangan BUN.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan dan penyampaian
laporan keuangan tingkat KPA Penyaluran Dana Alokasi
Khusus Fisik dan Dana Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal
Perbendaharaan.
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(6) Dalam rangka penyusunan laporan keuangan TKDD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Koordinator KPA
Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa
menyusun dan menyampaikan laporan keuangan tingkat
Koordinator KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik
dan Dana Desa dengan ketentuan:

a. laporan keuangan tingkat Koordinator KPA Penyalur:
Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa dis
setelah dilakukan penyampaian data elektronik
transaksi Dana Alokasi Khusus Fisik dan D

sistem aplikasi terintegrasi; dan
Dana Alokasi Khusus Fisik dan Da

kepada PPA BUN Pengelolaan uai dengan
jadwal penyampaian laporan

ngka pelaporan kinerja penyaluran Dana Desa,
nyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa
kan pengisian dan menyampaikan capaian kinerja Dana
esa melalui Aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja
Terpadu Bendahara Umum Negara (SMART BUN) paling lambat
tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
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Pasal 36

Dalam rangka sinkronisasi penyajian laporan realisasi anggaran
TKDD, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan Koordinator
KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa

dapat melakukan rekonsiliasi data realisasi atas penyaluran
Dana Desa dengan KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fis
dan Dana Desa dan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Penatausahaan, Pertanggungjawaba
dan Pelaporan Tingkat Pemerintah

Pasal 37

(1) Pemerintah Daerah menganggarkan a dalam APBD
berdasarkan Peraturan Presi me rincian APBN.
(2) Dalam rangka penataus ertanggungjawaban, dan
h Daerah melakukan
pencatatan penda elanja atas Dana Desa
sebagaimana di

intah Daerah berdasarkan daftar rincian SP2D hasil
otongan Dana Desa dari aplikasi Online Monitoring
istem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN)
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (7).

46 Kodifikasi Peraturan Desa: Pengelolaan Dana Desa



BAB VII
PENGGUNAAN

Pasal 38

(1) Dana Desa diprioritaskan penggunaannya untuk pemulihan
ekonomi dan pengembangan sektor prioritas di Desa.
(2) Pemulihan ekonomi sebagaimana dimaksud pada a
(1), berupa jaring pengaman sosial, Padat Karya
pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah;
usaha pertanian, dan pengembangan potensi B ]
Badan Usaha Milik Desa.
(3) Pengembangan sektor prioritas sebagaim y
ayat (1) berupa pengembangan Desa i
, ketahanan
esehatan.

usaha budi daya pertanian, peternakan,
pangan dan hewani, dan perbaikan

(4) Jaring pengaman sosial aimana dimaksud pada
ayat (2) berupa BLT Desa j rioritas utama dalam

penggunaan Dana De

(5) Prioritas penggun agaimana dimaksud pada
alam rangka menanggulangi

tah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan

Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4).

LT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan

kepada keluarga penerima manfaat yang paling sedikit

memenuhi kriteria sebagai berikut:

(1) keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di
Desa bersangkutan; dan
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(2) tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga

Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bantuan

Sosial Tunai, dan program bantuan sosial Pemerintah
lainnya.

(2) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) merupakan petani, BLT Desa dapa

digunakan untuk kebutuhan pembelian pupuk.

(3) Rincian keluarga penerima dimaksud pada ayat(2)ma
(4) Pendataan keluarga penerima manfaat BLT D

(5) Besaran BLT Desa sebagaimana
ditetapkan sebesar Rp300.000,00 s ribu rupiah)
untuk bulan pertama sam an kedua belas
per keluarga penerima aa

(6) Pembayaran BLT De b a dimaksud pada ayat
(6) dilaksanakan se belas) bulan mulai bulan
Januari.

(7) Dalam hal LT Desa bulan kedua sampai
dengan bulan las lebih besar dari kebutuhan BLT

aksud dalam Pasal 28 ayat huruf

at (1) huruf a, pembayaran atas selisih

Desa bulan berikutnya menggunakan Dana

deng;

Koadlinkasl Peraturan Dess

al pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai
bulan kedua belas lebih kecil dari kebutuhan BLT
a sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf
dan Pasal 29 ayat (1) huruf a, selisih lebih Dana Desa
untuk BLT Desa diarahkan penggunaannya untuk kegiatan
pemulihan ekonomi lainnya di Desa.

Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa
menetapkan peraturan kepala Desa mengenai tidak terdapat
keluarga penerima manfaat BLT Desa.
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(10) Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan,
penetapan data keluarga penerima manfaat BLT Desa dan
pelaksanaan pemberian BLT Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
mengenai prioritas penggunaan Dana Desa.

Pasal 40

(1) Kegiatan yang didanai dari Dana Desa berpedoms
pedoman teknis yang ditetapkan oleh bupati/wali
(2) Pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Dana Desg
secara swakelola dengan menggunakan s -
baku lokal, dan diupayakan dengan lebi
tenaga kerja dari masyarakat Desa

Pasal

(1) Dana Desa dapat digunak n endanai kegiatan yang

tidak termasuk dal iQrita; ggunaan Dana Desa
sal 38 ayat (1) setelah
i/ walikota.

Pasal 42

epala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana
Desa termasuk pelaksanaan BLT Desa.

Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap ketercapaian
kelengkapan persyaratan penyaluran Dana Desa dan kebenaran
dokumen persyaratan untuk setiap tahap penyaluran.
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(3) KPA BUN Pengelolaan Dana Transfer Umum dan KPA
Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bertanggung
jawab atas penggunaan Dana Desa oleh Pemerintah Desa.

(4) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat melakukan
pendampingan atas penggunaan Dana Desa sesuai kewenang
masing-masing.

BAB VIII
PEMANTAUAN DAN EVALUAD

Pasal 43

(1) Kementerian Keuangan dan Kement
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Desa, Pembangunan
1 pemantauan
a sendiri-sendiri

€

atau bersama-sama.
euangan dilaksanakan
angan Keuangan, Kantor
eral Perbendaharaan, dan/atau

(2) Pemantauan oleh K
oleh Direktorat Je
Wilayah Direkt
KPPN, terha

a. Penerbitan

Koadlinkasl Peraturan Dess

bupati/walikota mengenai tata cara
enetapan rincian Dana Desa setiap

Dana Desa;

realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana

. nyampaian laporan konvergensi pencegahan stunting
tingkat Desa; dan

e. sisa Dana Desa di RKD.

Pasal 44

(1) Pemantauan terhadap penerbitan peraturan bupati/walikota
mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana
Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43
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ayat (2) huruf a dilakukan untuk menghindari keterlambatan
penyaluran Dana Desa tahap L.

(2) Dalam hal terdapat keterlambatan penetapan peraturan
bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala
KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik
dan Dana Desa meminta bupati/walikota untuk melakukan
percepatan penetapan peraturan bupati/walikota mengenai

tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana
setiap Desa.
(8) Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Alokasi

pada ayat (2).

Pasal

Desa dari RKUN ke
sud dalam Pasal 43
ntuk memastikan penyaluran
entuan peraturan perundang-

Pemantauan terhadap peny
RKD melalui RKUD seba
ayat (2) huruf b dil
telah dilakukan ses
undangan.

Pasal 46

rhadap penyampaian laporan realisasi
an capaian keluaran Dana Desa dan laporan
1 pencegahan stunting sebagaimana dimaksud
asal 43 ayat (2) huruf ¢ dan huruf d dilakukan
menghindari penundaan penyaluran Dana Desa
un anggaran berjalan.

Dalam hal bupati/walikota terlambat dan/atau tidak
menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Alokasi
Khusus Fisik dan Dana Desa dapat berkoordinasi dan
meminta kepada bupati/walikota untuk melakukan percepatan
penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
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(1)

(2

(5

52

Pasal 47

Pemantauan slsa Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 43 ayat (2) huruf e dilakukan untuk mengetahui:

a. besaran slsa Dana Desa di RKD dari Tahun Anggaran
2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 yang belum
disetorkan oleh kepala Desa ke RKUD;

b. besaran slsa Dana Desa di RKUD yang belum diset
oleh bupati/walikota ke RKUN meliputi:

1. sisa Dana Desa Tahun Anggaran 20
dengan Tahun Anggaran 2018 ya
kepala Desa ke RKUD; dan

2. sisa Dana Desa di RKUD T; 2015
sampai dengan Tahun An

c. besaran sisa Dana Desa di

yang belum selesai di
tahap III Tahun An

d. besaran sisa Dan

itung ada penyaluran
20; dan
Tahun Anggaran 2020.

gaimana dimaksud pada
ungkan pada penyaluran Dana
penyaluran Dana Desa tahap
I untuk Des s Desa Mandiri Tahun Anggaran
2021 sételah di gi kebutuhan Dana Desa untuk BLT
hasil rekonsiliasi antara kepala Desa

Sisa Dana Desa
ayat (1) huruf

a sebagai dasar penghitungan penyaluran Dana Desa
elalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan
dan Anggaran Negara (OM SPAN).

Sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b, diperhitungkan melalui pemotongan Dana Alokasi
Umum dan/atau Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2021.
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dalam memper-
hitungkan slsa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada
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©)

a.

ayat (4) setelah mendapat data hasil rekonsiliasi sisa Dana
Desa di RKUD antara Pemerintah Daerah dengan KPA
Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa
dari Koordinator KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus
Fisik dan Dana Desa.

Pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi
Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapka
dengan Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatan
oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan ata
Menteri Keuangan.
Sisa Dana Desa di RKD Tahun Anggaran 20197y
selesai diperhitungkan di tahap III Tahun A
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hu
dalam penyaluran Dana Desa tahap
Dana Desa tahap II untuk Desa berstatus /Desa Mandiri
Tahun Anggaran 2021 setelah (i tuhan Dana
Desa untuk BLT Desa.
Sisa Dana Desa di RKD 2020 sebagaimana
ang tidak dianggarkan
kembali akan diper a penyaluran Dana Desa
a Desa tahap II untuk Desa

Pasal 48

a KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus

isik dan Dana Desa melakukan evaluasi, terhadap:

penghitungan pembagian dan penetapan rincian Dana Desa
setiap Desa, meliputi:
1. data jumlah Desa;
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2. kesesuaian Alokasi Dasar, Alokasi Afirmasi, Alokasi
Kinerja dengan tabel referensi dalam aplikasi Online
Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara
(OM SPAN); dan

3. Alokasi Formula berdasarkan sumber data dari instansi
Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah; dan

b. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran a
Desa.

Pasal 49

(1) Evaluasi terhadap data jumlah Desa, da

oleh Daerah kabupaten/kota sebag;
Pasal 48 huruf a dilakukan untuk
Desa, dan pembagian Dana , Desa
sesuai dengan ketentuan ran p
(2) Dalam hal terdapat ketidak ian data jumlah Desa,
dan penghitungan p ian penetapan rincian Dana
Desa setiap Desa ole bupaten/kota sebagaimana
dimaksud pad ala KPPN selaku KPA Penyaluran
Dana Alokasi isik' dan Dana Desa meminta bupati/
kan perubahan peraturan bupati/

Koadlinkasl Peraturan Dess

Pasal 50

asl terhadap laporan realisasi penyerapan dan capaian
an Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal
huruf b dilakukan untuk mengetahui besaran realisasi
penyaluran, penyerapan, dan capaian keluaran Dana Desa.
Dalam hal realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana
Desa belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), Kepala KPPN selaku
KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa
dapat meminta konfirmasi dan klarifikasi kepada bupati/
walikota.
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Pasal 51

(1) Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyaluran
Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat
2).

(2) Pemantauan dan evaluasi oleh Kepala Kantor Wilaya
Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dilakukan terhada

a. penerbitan peraturan bupati/walikota mengenai ta

pembagian dan penetapan rincian Dana Des
Desa;

b. penyaluran Dana Desa yang dilakukan
Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisi

c. realisasi penyerapan dan capaian na Desa;
dan

d. laporan konvergensi penceg

(3) Berdasarkan hasil pemant evaluasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) al r Wilayah Direktorat
Jenderal Perbendah an koordinasi dengan
gubernur/bupati /wali

si sebagaimana dimaksud

tor Wilayah Direktorat Jenderal
un laporan hasil pemantauan dan

pada ayat (3

yaluran Dana Desa.

yemantauan dan evaluasi sebagaimana
ayat (4) disampaikan kepada Koordinator

Pasal 52

Bupati/walikota melakukan pemantauan dan evaluasi atas:
a. sisa Dana Desa di RKD; dan/atau
b. capaian keluaran Dana Desa.

(2) Bupati/walikota melakukan pemantauan dan evaluasi atas
sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat
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(3)

(4)

(1)

Koadlinkasl Peraturan Dess
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(1) huruf a dengan meminta penjelasan kepada kepala
Desa mengenai sisa Dana Desa di RKD.

Bupati/walikota melakukan pemantauan dan evaluasi atas
capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b dengan melakukan pengecekan atas kewajaran
data dalam laporan capaian keluaran yang akan dire
dalam aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendah

dan Anggaran Negara (OM SPAN).

Dalam hal terdapat indikasi penyalahgunaan D
bupati/walikota dapat meminta Aparat Pengawas

Pemerintah daerah untuk melakukan pen0

Jenderal Perimbangan

sa,
al

BAB IX
SANKSI

Menteri Keuangan
Keuangan dapat m
Desa tahun
berikutnya,
a. kepala De

entian penyaluran Dana
jalan dan/atau tahun anggaran
at permasalahan Desa, berupa:
kan penyalahgunaan Dana Desa
bagai tersangka; atau

penyalahgunaan Dana Desa yang melibatkan kepala
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

bupati/walikota menyampaikan surat permohonan penghentian
penyaluran Dana Desa kepada Kementerian Keuangan c.q.
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan
Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran Dana
Desa, berdasarkan:
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a. surat permohonan dari bupati/walikota sebagaimana
dimaksud pada ayat (3); atau

b. surat rekomendasi dari kementerian/lembaga terkait atas
permasalahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b.

(5) Penghentian penyaluran Dana Desa berdasarkan surat
permohonan dari bupati/walikota sebagaimana dimaks
pada ayat (4) huruf a atau surat rekomendasi
kementerian/lembaga terkait sebagaimana dimaks
ayat (4) huruf b dilakukan mulai penyaluran D
tahap berikutnya setelah surat dimaksud di

(6) Dalam hal surat permohonan dari bupati/wali
dimaksud pada ayat (4) huruf a dit

Desa tahap IIl atau Dana Desa t ntuk Desa
berstatus Desa Mandiri tahun anggar: disalurkan,
penyaluran Dana Desa untuk un an berikutnya

dihentikan.

(7) Penghentian penyaluran
pada ayat (5) dan aya melalui surat Direktur
Jenderal Perimban, gan kepada Direktur Jenderal
Perbendaharaa busan bupati/walikota atau

bagaimana dimaksud

kementerian/le

dihentikan penyalurannya sebagaimana
dim: Pasal 53 ayat (4), tidak dapat disalurkan

em
g dihentikan penyaluran Dana Desa sebagaimana
i sud dalam Pasal 53 ayat (4) huruf a, berhak
ndapatkan penyaluran Dana Desa pada tahun anggaran
berikutnya setelah periode penghentian penyaluran Dana
Desa.
(3) Pengecualian atas pengaturan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilakukan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktur

Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat permohonan
pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dari bupati/
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walikota paling lambat tanggal 30 Juni tahun anggaran
berjalan.

(4) Surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan setelah
terdapat pencabutan status hukum tersangka, pemulihan
status hukum tersangka, dan/atau putusan pengadila
yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

(5) Pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa sebagai

(6) Dalam hal surat permohonan sebagas aksud pada
ayat (3) atau surat rekomendasi imana dimaksud
pada ayat (5) diterima setélah ta 30 Juni tahun
anggaran berjalan, Dan disalurkan untuk tahun
anggaran berikutnya se
tersebut telah dialo

(7) Direktur Jendera imba euangan berdasarkan surat

alikota sebagaimana dimaksud

ana Desa untuk Desa

Kodinkasl Peraturan Desa
5
:
%.

alam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa

selama 9 (sembilan) bulan pada Tahun Anggaran 2020,

dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50%

(ima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan

pada tahap II Tahun Anggaran 2021.

(2) Penyaluran Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa
untuk BLT Desa setiap tahapan.
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(3) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan
hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil tidak
terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang
memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran
setiap bulannya.

(4) Hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidenti
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan d
peraturan kepala Desa yang diketahui oleh Pe
Daerah kabupaten/kota atau pejabat yang ditunjuk:

(5) Bupati/walikota menandai Desa yang akan dike
pemotongan sebagaimana dimaksud pada
penyaluran Dana Desa dalam aplikasi
Sistem Perbendaharaan dan Anggar: egara

Pasal 5

(1) Dalam hal Pemerintah D melaksanakan BLT
Desa selama 12 (dua b
dikenakan sanksi pe
(lima puluh perse i a Desa yang akan disalurkan
pada tahap II 2022.

Pengenaan Pemerintah Desa sebagaimana

b un Anggaran 2021,

na Desa sebesar 50%

Desa khusus/musyawarah insidentil tidak
uarga penerima manfaat BLT Desa yang

uran kepala Desa yang diketahui oleh Pemerintah
rah kabupaten/kota atau pejabat yang ditunjuk.
eraturan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) disampaikan oleh bupati/walikota kepada kepala KPPN
selaku KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan
Dana Desa melalui aplikasi Online Monitoring Sistem
Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN) sebagai
syarat penyaluran Dana Desa tahap II pada Tahun Anggaran
2022.
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BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAI N

Pasal 57

(1) Bupati/walikota melakukan pengecekan data jumlah Des
di wilayahnya dengan membandingkan data jumlah Des
dalam alokasi Dana Desa dengan data jumlah
mutakhir yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

(2) Bupati/walikota menyampaikan hasil pengecekan
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Dalam Negeri dan Menteri Keuangan c.q.
Perimbangan Keuangan paling lamba

Pasal 58

Bagi Desa yang tidak menda an p ran Dana Desa
di Tahun Anggaran 2020 d esa, yang baru mendapatkan
alokasi Dana Desa di T: 2021 dikecualikan dari
ketentuan persyaratan a Desa sebagai berikut:

Koadlinkasl Peraturan Dess

a. ana Desa yang diajukan oleh
bupati/wali PA Penyaluran Dana Alokasi
Khusus Fisik Desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal ruf b angka 1 dan angka 4, ayat
(1) 2, ayat (2) huruf b angka 1, angka 3,

serta ayat (3); dan

b. penyaluran Dana Desa yang diajukan oleh

sa kepada bupati/walikota sebagaimana dimaksud
Pasal 27 ayat (1) huruf b angka 1 dan angka
yat (1) huruf c angka 2, ayat (2) huruf b angka 1,
gka 3, dan angka 5, serta ayat (3).

Pasal 59

(1) Rekonsiliasi slsa dana di RKD Tahun Anggaran 2015 sampai
dengan Tahun Anggaran 2018 antara bupati /walikota dan
kepala Desa dilakukan paling lambat tanggal 16 April 2021
dan dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi.
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(2) Berdasarkan hasil rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), kepala Desa menyetorkan slsa dana ke
RKUD paling lambat tanggal 30 April 2021.

(3) Rekonsiliasi sisa dana di RKUD Tahun Anggaran 2015
sampai dengan Tahun Anggaran 2019 antara bupati/
walikota dan KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik
dan Dana Desa dilakukan paling lambat tanggal 28 Mei
2021 dan dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi

(4) Berdasarkan hasil rekonsiliasi data sebagaimana di
pada ayat (3), bupati/walikota menyetorkan sisa
RKUN paling lambat tanggal 31 Mei 2021.

Pasal 60

Dalam hal terdapat pengaturan yang diperlu dalamm pengelolaan
Dana Desa berdasarkan Peraturan Mentem ini 4diatur dengan
Peraturan Direktur Jenderal Peri gan gan dan/atau
Peraturan Direktur Jenderal Perbend aan.

Ketentuan mengenai;

itungan pembagian Dana Desa
ana dimaksud dalam Pasal 19

a. pedoman dan
ke setiap
ayat (2)

t d sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19

an realisasi penyerapan dan capaian keluaran

esa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat

ayat (2) serta Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2);

at surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana

aksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2);

format laporan konvergensi pencegahan stunting tahun

anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal

24 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 27 ayat (1) dan ayat

(2);
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Ketentuan mengenai pengelolaan Dana De
Menteri ini tetap berlaku, sepanjang di
bertentangan dengan Undang-Undang

f. format surat pengantar sebagaimana dimaksud Pasal 24

ayat (8);
format lembar konfirmasi penerimaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 32 ayat (6); dan

format berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), dan Pas
27 ayat (1) dan ayat (2), tercantum dalam Lampiran g
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
ini.

Pasal 62

Pada saat
uangan Nomor 205/PMK.07/2019
Dana Desa (Berita Negara Republik
n 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah
i diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri
Nomor 156/PMK.07 /2020 tentang Perubahan Ketiga
atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019
g Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik
donesia Tahun 2020 Nomor 1193); dan
Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 101/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan
Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun
2020 untuk Mendukung Penanganan Pandemi Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi
Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 866), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 64

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap pengundangan orang mengetahuinya, Peraturan
Menteri memerintahkan m1 dengan penempatannya dalam Berita

Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember Q

MENTERI KEUANGAN RE
INDONESIA,

ttd
SRI MULYANI/ IND

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 202

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-
DAN HAK ASASI

MENTERIAN HUKUM
UBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO E

UBLIK INDONESIA TAHUN 2020

esuai dengan aslinya
epala Biro Umum

. Kepala Bagian Administrasi
Kementerian

Plt.
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LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 222/
PMK.07/2020 TENTANG PENGELOLAAN
DANA DESA

A. PEDOMAN DAN CONTOH PENGHITUNGAN PE
DANA DESA KE SETIAP DESA
1. DASAR PENGHITUNGAN
Dalam melaksanakan penghitungan
Desa, Pemerintah Kabupaten/
ketentuan sebagai berikut:

a. Ketentuan pagu Dana , yaitu:

ebagaimana diatur dalam Bab IV Pasal 9 sampai

dengan Pasal 19 Peraturan Menteri Keuangan ini,

yaitu:

1) Sumber Dana Desa yang digunakan dalam
penghitungan Dana Desa setiap Desa berasal
dari rincian Dana Desa setiap kabupaten/kota
sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden
tentang Rincian APBN/APBN-P.
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2) Dana Desa setiap Desa dihitung berdasarkan:

a)

b)

d)

Koadlinkasl Peraturan Dess
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Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana
Desa yang akan diterima oleh setiap Desa
dibagi secara merata kepada setiap desa
berdasarkan klaster jumlah penduduk.

Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitu
dengan memperhatikan status Desa Terti
dan Desa Sangat Tertinggal, yang
jumlah penduduk miskin tinggi;
Alokasi Kinerja adalah alokasi
kepada Desa dengan kinerja
10% (sepuluh persen) dati j
Alokasi Formula adal
dengan memperhati

n jumlah penduduk
Desa, angka kemiski , luas wilayah
t kes geografis Desa
ta, dengan bobot sebagai

Desa, dan
setiap kabupate

persen) untuk jumlah

% (dua puluh persen) untuk luas
wilayah; dan

30% (tiga puluh lima persen) untuk tingkat
kesulitan geografis.

4)

ATA CARA PENGHITUNGAN

Agar penghitungan Dana Desa setiap Desa berjalan tertib,
transparan dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan,
maka diperlukan langkah-langkah operasional (tahapan)
sebagai berikut:

Kodifikasi Peraturan Desa: Pengelolaan Dana Desa



a. Tahap Persiapan
Pada tahap ini, kegiatan yang dilakukan meliputi
penyiapan dokumen dan data terkait serta file excel
kertas kerja (worksheet) penghitungan.

Rincian kegiatan tersebut sebagai berikut:

1) Mengumpulkan dokumen, data, dan informasi
yang diperlukan dalam proses penghitung
yaitu:

a) Dokumen rincian Dana Desa setiap kab
kota (Pagu Dana Desa kabup

Presiden tentang Rincian
b) Dokumen yang berisikan i
penduduk Desa, klasifi
Indeks Desa Mempangu

penduduk de , skor kinerja desa,
, angka kemiskinan

worksheet) penghitungan Dana
esa disusun dengan format sebagai
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a. TAHAP PELAKSANAAN

Pada tahap ini, kegiatan yang dilakukan meliputi menginput
data terkait dan menghitung alokasi. Gunakan contoh
penghitungan sebagaimana tercantum dalam lampiran
pedoman ini sebagai panduan pelaksanaan penghitungan.

Rincian kegiatan tersebut sebagai berikut:
1) Menginput data-data terkait pada baris dan kolom S
kerja (worksheet) dengan urutan sebagai berikut:

a) Nama kabupaten/kota.

b) Tahun Anggaran.

c¢) Pagu Dana Desa Kabupaten/Kota.
d) Pagu Alokasi Dasar Kabupaten/Ko
e) Pagu Alokasi Afirmasi Kabu

ten/

f) Pagu Alokasi Formula Kab
g) Pagu Alokasi Kinerja
h) Jumlah Desa.
i Bobot Jumlah Pe esa sebesar 10%.
j) Bobot Angka i
Bobot Luas

esa sebesar 40%.
a sebesar 20%.
Geografis 30%.

esil JPM Desa berdasarkan JPM Nasional.
Alokasi Afirmasi.

Skor Kinerja.

Ranking Kinerja.

Alokasi Kinerja.

Jumlah Penduduk Desa.

Angka Kemiskinan Desa.

Luas Wilayah Desa.

aa) Indeks Kesulitan Geografis
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2) Menghitung Dana Desa setiap Desa pada baris dan
kolom kertas kerja (worksheet) dengan urutan sebagai
berikut:

a) Rasio jumlah penduduk desa (Rasio JP) pada kolom
(12), dengan rumus:

Jjumlah penduduk desa
Rasio JP =
total penduduk desa kabupaten/kota
yang bersangkutan q

b) Bobot jumlah penduduk desa (Bobot JP) pa
(13), dengan rumus:

Bobot JP = 10% x Rasio JP

¢) Rasio jumlah penduduk miski JPM)
pada kolom (15), dengan rum
Jjumlah pendu in desa
Rasio JPM =
total pe k miskin desa kabupaten/
bersangkutan
d) Bobot jumlah kin desa (Bobot JPM)

pada kolom

IKG

total IKG desa di kabupaten/kota yang
bersangkutan

obot luas wilayah desa (Bobot LW) pada kolom
9), dengan rumus:
Bobot LW = 20% x Rasio LW

Rasio indeks kesulitan geografis desa (Rasio IKG)
pada kolom (21), dengan rumus:

Dana Desa = Alokasi Dasar + Alokasi Afirmasi +
Alokasi Kinerja + Alokasi Formula

2590 URINIRID [SeLIPOS)
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h) Bobot indeks kesulitan geografis desa (Bobot IKG)
pada kolom (22), dengan rumus:

Bobot IKG = 30% x Rasio IKG
i) Total bobot pada kolom (23), dengan rumus:

Total Bobot = BobotJ P + Babat] PM +
Bobot L.W + Bobot 1KG

j) Bagian alokasi formula pada kolom (24), d

rumus:
Alokasi Formula = Total Bobot x Pagu
k) Menghitung Dana Desa setiap De
(25), dengan rumus:

Dana Desa = Alokasi Dasar
Alokasi Kine

TAHAP AKHIR
Pada tahap ini, kegiatan yang dil an meliputi memverifikasi
kebenaran/validitas
penghitungan, dan

iinput, menguji hasil
i kertas kerja (worksheet)
menyimpan dokumen dan data

data isian pada kertas kerja (worksheet) terhadap
okumen sumber, dan menguji hasil penghitungan. Bila
ditemukan kesalahan pengisian data maupun kesalahan
penghitungan, maka pada item data bersangkutan
ditandai dengan tanda centang (0) untuk selanjutnya
dilakukan proses perbaikan pada item tersebut.

Membubuhkan tanda tangan pada cetakan kertas
kerja (worksheet) hasil dari proses pengisian data dan
penghitungan alokasi:
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4)

S)

* Dbagi pejabat setingkat eselon III yang melakukan

proses penghitungan pada baris (1); dan

* Dbagi pejabat setingkat eselon berwenang/bertang-

gungjawab atas proses penghitungan pada baris (m).
Menyimpan seluruh dokumen terkait dan cetakan kertas

kerja (worksheet) serta file excel hasil perhitungan pada
folder yang telah disediakan.

Menyampaikan kertas kerja dalam bentuk dok
elektronik (softcopy) dan dokumen fisik (hardcopy @
Kepala KPPN setempat selaku KPA Peny
Fisik dan Dana Desa.

&6
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PETUNJUK PENGISIAN

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN

KELUARAN DANA DESA

NoO. URAIAN
1 |Kolom 1 diisi dengan Kade Rekening sesuai dengan APBD
2 |Kolom 2 diisi dengan uraian pendapatan, belanja dan
pembiayaan yang menggunakan Dana Desa
3 |Kolom 3 diisi dengan uraian keluaran. Misal: Pe
Jalan
4 |Kolom 4 diisi dengan jumlah volume keluarg
jumlah dan satuan keluaran. Misal: 500 m
S |Kolom 5 diisi dengan cara pengadaa
kontraktual
6
Rupiah
Kolom 7 diisi dengan jum
Kolom 8 diisi dengan sel anggaran dan realisasi
dalam satuan Rupia
9 |Kolom 9 diisi denga capaian keluaran dengan

/pemeliharaan/pengembangan
perkembangan penyelesaian fisik di

Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar peserta
pelatihan dan konfirmasi pengajar, sebesar 50%;

- Kegiatan telah terlaksana, sebesar 80%; dan

- Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Foto, sebesar
100%

Kolom 10, 11, dan 12 dalam rangka pelaksanaan program
cash for work yang diisi hanya untuk kegiatan Dana Desa
pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa.
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11 |Kolom 13 dan 14 dalam rangka pelaksanaan jaring
pengaman sosial program Bantuan Langsung Tunai
kepada keluarga penerima manfaat yang diisi hanya untuk
kegiatan Dana Desa pada bidang Bidang Penanggulangan
Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa.

12 |Kolom 15 diisi dengan keterangan, misal : berapa keluaran
yang telah terlaksana (kuantitas)

D. FORMAT SURAT KUASA PEMINDAHBUKUAN
DANA DESA

(KOP SURAT).......(1)

SURAT KUASA PEMINDAHBUKUAN D DES

Yang bertandatangan dibawah ini:
Nama T N 1)
Jabatan : E e e (3)
Alamat HEY . O S 4}
Yang selanjutnya diseb

Dengan ini memberikan

Selaku KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik
dan Dana Desa

pemotongan Dana Desa dan menyalurkan hasil pemotongan
sebut kepada Rekening Kas Desa pada setiap tahap.

a ini berlaku untuk tahun anggaran...........coccociiciiiincccenieeeenenn (7))

Materai

Rp.10.000,- -9

SR 4]
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PETUNJUK PENGISIAN SURAT KUASA
PEMINDAHBUKUAN DANA DESA

NOMOR URAIAN ISIAN
(1) Diisi nama pemberi kuasa
(2) Diisi nama pemberi kuasa
(3) Diisi nama kabupaten/kota pemberi kuasa
(4) Diisi alamat pemberi kuasa
(5) Diisi nama KPPN wilayah kerja kabupaten /%
pemberi kuasa
(6) Diisi alamat KPPN wilayah kerja kab

pemberi kuasa

(7) Diisi tahun anggaran berjalary

(8) Diisi tempat, tanggal, bulan,

kuasa
9) Diisi tanda tangan atiy/ walikota)
(10) Diisi nama pe

Koadlinkasl Peraturan Dess
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E. FORMAT LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN
STUNTING TINGKAT DESA
LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TINGKAT DESA
TERHADAP SASARAN 1,000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN (HPK)
KABUPATEN : KECAMATAN :
DESA : TAHUN P

INDIAKTOR

AN

{0-2 TAHUN)

ANAK

EMILIK] JAMBAN LAYAK

1 | PERIKSA 4 KALI SELAMA KEHAMILAN
2 | MENDAPAT DAN MEMINUM FIL FE SELAMA 90 HARI
3 | IBU BERSALIN MENDAPAT LAYANAN PEMERIKSAANSIERNS 3 KALI
4 | MENGIKUTI KONSELING GLZI/KELAS IBU MIg
1BU HAMIL
5 | IBU HAMIL (KEK/RESTN) MENDAPAT e
6 | RUMAH TANGGA 18U HAMIL MEMILIKAKSESIR i AN
7 | RUMAH TANGOA IBU HAMIL MEB E m
8 | MEMILIKI JAMINAN KESEHATAN ) U
1 | ANAK USIA <12 BULAN MESRAPAT [ 51 DASNRTENGKAP
2 | prmMeanG BERAT BAIGHRUTINSENAL DU
3 | DuKUR PARIANC ARG ERDIRS 2 AT Rt SETAHUN
4 | ORANG TUA/PENWAN JONSELING GIZI BULANAN
;g‘,;':‘“. 5 RUK, KURANG,/STUNTING
5
7
s |

ESEHATAN

AnAK 0-NEREULANINCTA LAHIR

o TUA SUH MENGIKUT! PARENTING BULANAN [PAUD)

TAHUX v LWHUN AKTIF DALAM KEGIATAN PAUD MINIMAL 80%

-

SEHARUSNYA
DITERIMA

TINGEAT KONVERGENSI

KEGIATAN
KHUSUS PENCEGAHAN STUNTING

TOTAL
RO BIDANG / KEGIATAN
ALOWAS] DANA ALDKAS] DANA %% [FERSEN)
|| BIDANG PEMBANGUNAN DESA

BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
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F. FORMAT SURAT PENGANTAR PENYAMPAIAN

DOKUMEN PERSYARATAN

(KOP SURAT)

di
Tempat
SURAT PENGANTAR
NOMOR:.........cosnansssmnsmes

(3)

Kepada:
Yth. Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran
Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dan

jawab atas akibat ketidakQ®

No. | Uraian Jumlah Dokumy
1. Bersama ini disampaikan
dokumen persyaratan
penyaluran tahap ..........(4), pirkan
dengan rincian sebagai berikut: kertas kerja
— - H (worksheet)
penghitungan
rincian Dana
Desa setiap Desa
dan Daftar
Reckening Kas
Desa*)
2. aran substansi data dan

baskan KPPN dari tanggung
A dan dokumen yang
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PETUNJUK PENGISIAN

SURAT PENGANTAR PENYAMPAIAN DOKUMEN

PERSYARATAN

NOMOR

URAIAN ISIAN

(1)

Diisi kop surat desa tersebut

(2) Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun pembuatan sur
(3) Diisi nomor pembuatan surat
4 Diisi tahap penyampaian persyaratan penyal
(9) Diisi dengan dokumen persyaratan peny,
sesuai dengan tahapannya
(@] Diisi jabatan penanda tangan (bup
(7) Diisi tanda tangan (bupati/wali
(8) Diisi nama penanda tangan (bupati

&Q
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G. FORMAT LEMBAR KONFIRMASI PENERIMAAN
PENYALURAN DANA DESA DI REKENING KAS DESA

(KOP SURAT)

Telah terima dan

Untuk keperluan

Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Direktorat
Jenderal Perbendaharaan sclaku Penerima Kuasa bupatifwali
kota

KB JKOUAL 1. eca et eaeeeesneisememessetesmenesamnesenens
Dengan rincian
TAHAP TANGGAL DITERIMA | JUMLAH
(2) (3)

Nomor Rekening
Nama Rekening

Nama Bank

Dana tersebut telah diterima pada :

Koadlinkasl Peraturan Dess

&

R 1§ 1

- (12)
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PETUNJUK PENGISIAN LEMBAR KONFIRMASI

PENERIMAAN PENYALURAN DANA DESA DI REKENING

KAS DESA

NOMOR URAIAN ISIAN

(1)

Diisi nama kabupaten/kota penerima
penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa

(2) Diisi tahapan penyaluran
(3) Diisi tanggal dana diterima
4 Diisi jumlah dana yang diterima (dalam
(9) Diisi jumlah dana yang diterima (dala
(6) Diisi nomor rekening penerima dan
(7) Diisi nama rekening penerima d
(8) Diisi nama bank penerima dan
9 Diisi tempat, tanggal, bulan, tah
surat
(10) Diisi jabatan penan kepala Desa)
(11) Diisi tanda tang
(12) Diisi nama pena epala Desa)

Kodifikasi Peraturan Desa: Pengelolaan Dana Desa

89

2590 URINIRID [SeLIPOS)



Koadlinkasl Peraturan Dess

G. FORMAT DERITA ACARA KONFIRMASI DAN
REKONSILIASI SISA DANA DESA DI REKENING
KAS DESA DAN REKENING KAS UMUM DAERAH
KABUPATEN/KOTA

BERITA ACARA KONFIRMASI DAN
EUMULATIF SISA DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2015 - 2018
Di REKENING KAS DESA
Nomor : BAR- ................ J2000X (1)

Pada Hari ind ... Tanggal Bulan ceneee  THBER ....coe.
diselenggarakan houﬂrmam t!a.u Rc-konszba.m Data Kumu.'lau.t Sisa Dana De
2015 = 2018 antara Badan Pengelola Keuangan Daerah (atau yang dipe
dengan Desa/HKecamatan —— - ]

Badan Pengelola Kcunnga.n dan Aset Dacrah (BPKAD) Kal

weeee (3] menerima salinan hardcopy p-cng.-mbah-‘ln kumulatif =i

u:]uml.ah - T . (4) beserta rinciannya dengan tands

Desa dan cap utm:pr[ ba..wlh dtnpn nncian schbagas berikut:
Sisa Sisa

Tubuo | dariRKUD | FeeSgussen | Duma
= i KKD
[ m = ) il
| 2013 Ry Ry Ry
[2016 | ®P e ko
2017 | P B =
2018 Rp kp ke
B Kumulatif Sisa Dana Desa di RKD

Data kumulatif sisa Dana Desa tersebu
dan rekonsilias: kumulatf sisa Dana
Keuangan Republik Indonesia.

Pihak Desa bertangeung)aw, benaran data kumulatf sisa
Dana Desa yang diserahkan a tercantum dalam Berila

akan menjadi dasar konfirmasi
BPKAD dengan Kementerian

Konflirmasi dan Rekonsiliasi Si ukti-bukti pendukung realisas:
pembayaran kepada Pihak Ketiga ml ketentuan yang berlaku untuk
kelengkapan administrasi ksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian berita ac tuk dipergunakan seperlunya.

.A6)

Petugas Rekon dari BEFKAD

Nama
........ 11| o S ——————

angan: Berita Acara Konfirmasi dan Rekonsiliasi antara
dengan RKUD

Nomor BAR disesuaikan untuk mempermudah administrasi
di Pemda

Nama Desa dan Kecamatan

Nama Kabupaten/Kota

Kumulatif Sisa Dana Desa

Lokasi dan tanggal

gk wbd
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No

Nama Pejabat Kepala Desa dan Kecamatan
Nama & NIP Pejabat DPMD
Nama & NIP Pejabat BPKAD

disclenggparalcan Konfirmasi dnn Rclmnnl.lnn Data h\amul.nuf Sisa Deana

djp.mm dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan

Dﬂ.nnDcm sagarnialy RP i nietanane 4) beserta
tangan hep.-.la I'!PI{AD dun -':np -lzmpz-l 'I:n.uh cl.c-ng.-n rn\c-an

BERITA ACARA KONFIRMASI DAN REKONSILIASI
KUMULATIF SISA DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2015 - 2019

DI REKENING EAS UMUM DAERAH
Momor : BAR- ....occvnvnnne J [Kode Kab/Kota] / (Kode KPFN)/20XX (1)

Pada Hard ini ........ Tanggal Bulan .. Tahun

- 21

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (RPILADJ
-..|3) menyerahkan rekapitulasi salinan hardcopy pengembal

Pago Alokast
Tuwhun

PRIK/ Keppros)
3018 Rp o
2016 Rp
2007 Rp
2018 | Rp 0l
2019 Rp

Kemulaiif Sisa Dana T®p . (]

terhadap kebsenaran data ku t na Dﬂlﬂ wrhagn.lmann tercantum dalam
Berita Konfirmasi dan Rel
penyaluran ke Rekening
kelengkapan sdministra

Pihak BPKAD Kabupat

ini. Bukti-bukti pendukung realisasi
scsual ketentuan yang berlaku untuk

Demikian beri i tuk dipergunakan seperlunya.

Nama ... o

angan : Berita Acara Konfirmasi dan Rekonsiliasi antara
dengan RKUN

Nomor BAR disesuaikan dengan kode Pemda dan kode
KPPN

Nama KPPN yang melayani wilayah Pemda bersangkutan
Nama Kabupaten/Kota
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No ok

92

Kumulatif Sisa Dana Desa
Lokasi dan tanggal

Nama dan NIP Pejabat BPKAD
Nama dan NIP Pejabat KPPN

MENTERI KEUANGA
INDONESIA,

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desemb
LIK

ttd

SRI MULY. IN WATI

Salinan sesuai deng;
Kepala Biro

Kodifikasi Peraturan Desa: Pengelolaan Dana Desa



SALINAN

MENTERI KEUANGAN REPUBLIt{@o

PERATURAN MENTERI KE GAN
REPUBLIK IND@NESIA
NOMOR 69/PMK.07/2021

T
PERUBAHAN ATAS PE U NTERI KEUANGAN
NOMOR 222/PM TENTANG PENGELOLAAN
SA
DEN
ME

TUHAN YANG MAHA ESA
GAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa ketentuan mengenai pengelolaan dana

Menimb

desa telah diatur dalam Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang
Pengelolaan Dana Desa;

b. bahwa untuk meningkatkan dukungan
penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019
(COVID-19), perlu melakukan penyempurnaan
ketentuan mengenai penyaluran, penggunaan,
dan pemantauan dan evaluasi dana desa yang

telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

93
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Mengingat :

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan
Dana Desa;

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Ne
Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 39 Tah
tentang Kementerian Negara (Lembats
Republik Indonesia Tahun 2008
Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4916);
Undang-Undang Nomor; 0 tentang
Anggaran Pendapatan Beladja Negara Tahun
Anggaran 2021 (Lembaran gara Republik
239, Tambahan
epublik Indonesia Nomor

Nomor 60 Tahun 2014
esa yang Bersumber dari
dapatan dan Belanja Negara
Negara Republik Indonesia Tahun
or 168, Tambahan Lembaran Negara
Indonesia Nomor 5558) sebagaimana
ah beberapa kali diubah terakhir dengan
eraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
57, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor S5864);

Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020
tentang Kementerian Keuangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
98);
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6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/
PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1862)
sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 229/PMK.01/2019 tentang Perubah
Kedua atas Peraturan Menteri Keuang
Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Orgs
dan Tata Kerja Kementerian Keuanga
Negara Republik Indonesia Tahun
1745);

7. Peraturan Menteri Keuan
PMK.07/ 2020 tentang Pe ,
(Berita Negara Republik I i un 2020
Nomor 1641);

KEUANGAN

ATAS PERATURAN
GAN NOMOR 222/
ENTANG PENGELOLAAN

Menetapkan :

Pasal 1

dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor
/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara
onesia Tahun 2020 Nomor 1641) diubah sebagai

etentuan ayat (4) dan ayat (5) Pasal 23 diubah sehingga
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

(1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui
RKUD.
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(2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa
setiap Daerah kabupaten/kota dan penyaluran dana
hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.

(3) Pemotongan Dana kabupaten/kota dan Desa setiap
penyaluran dana Daerah Hasil pemotongan Dana Desa
RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksan:
berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dan
dari bupati/walikota.

(4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimak

1. 40% (empat puluh perse
setiap Desa dikurangi
untuk BLT Des sampai dengan

tuhan Dana Desa untuk

ona Virus Disease 2019

at bulan Januari; dan

Desa untuk BLT Desa bulan
pai dengan bulan kelima paling cepat
i untuk bulan kesatu dan paling

n Dana Desa

Kodinkasl Peraturan Desa
%
=
]
5

sing-masing bulan berkenaan untuk
edua sampai dengan bulan kelima;

I sebesar 40% (empat puluh persen) dari
agyl Dana Desa setiap Desa, dengan rincian :

40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa
setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa
untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan
bulan kesepuluh paling cepat bulan Maret; dan

kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan
keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling
cepat bulan Juni untuk bulan keenam dan paling
cepat masing-masing bulan berkenaan untuk
bulan ketujuh sampai dengan bulan kesepuluh;
dan
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c. tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu
Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:

1.

(5) Penyaluran Dana Desa sebagaimana
ayat (1) untuk Desa berstatus Des

20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa
setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa
untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan
bulan kedua belas paling cepat bulan Juni; dan

kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bul
kesebelas sampai dengan bulan kedua belas palin
cepat bulan November untuk bulan ke
dan paling cepat akhir bulan Nove
bulan kedua belas.

a. tahap I sebesar 60% (enam p n) dari pagu

Dana Desa setiap De
1.

dari pagu Dana Desa
utuhan Dana Desa
untuk BLT kesatu sampai dengan
kebutuhan Dana Desa untuk
i Corona Virus Disease 2019
ing cepat bulan Januari; dan

60% (enam pulul per;

sépat masing-masing bulan berkenaan untuk
bulan kedua sampai dengan bulan ketujuh; dan

ahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari
pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:

1.

40% (empat puluh persen) dari pagu Dana
Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana
Desa untuk BLT Desa bulan kedelapan sampai
dengan bulan kedua belas paling cepat bulan
Maret; dan
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2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan
kedelapan sampai dengan bulan kedua belas paling
cepat bulan Agustus untuk bulan kedelapan dan
paling cepat masing-masing bulan berkenaan
untuk bulan kesembilan sampai dengan bulan
kesebelas, serta paling cepat akhir bulan Novembe
untuk bulan kedua belas.

(5) Desa Mandiri sebagaimana dimaksud pada
merupakan status Desa hasil penilaian yang
setiap tahun dan ditetapkan oleh Kemente
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Tr.
Indeks Desa.

2. Ketentuan ayat (10) Pasal 24 diu
dan ayat (11) disisipkan 1 (satu)
sehingga Pasal 24 berbunyi sebag;

P

(1) Penyaluran Dan sanakan setelah KPA

Penyaluran Dan i sus Fisik dan Dana Desa
syaratan penyaluran dari bupati/
dan benar, dengan ketentuan:
a. ta ebagaimana dimaksud dalam Pasal
f a angka 1 berupa:

Koadlinkasl Peraturan Dess

setiap Desa;
peraturan Desa mengenai APBDes; dan
3.

b. tahap II sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal
23 ayat (4) huruf b angka 1 berupa:

surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa;

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran
Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;

2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran
Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi
penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima
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puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran
menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga
puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I
yang telah disalurkan;

3. peraturan kepala Desa mengenai penetapan keluarga
penerima manfaat BLT Desa atau peraturan
kepala desa mengenai penetapan tidak terdap.
keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan

4. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi
sisa Dana Desa di RKUD antara
Daerah dan kepala KPPN yang b
a) sisa Dana Desa Tahun Angg

dengan Tahun Anggar
oleh kepala Desa ke

b) sisa Dana Desa di RK n Anggaran
2015 sampai d ;
dan

imaksud dalam Pasal

23 ayat (4) hu 1 berupa :

penyerapan dan capaian

Desa sampai dengan tahap II

ta-rata realisasi penyerapan paling

ar 90% (sembilan puluh persen) dan

a capaian keluaran menunjukkan paling

sebesar 75% (tujuh puluh lima persen)

Dana Desa tahap II yang telah disalurkan

dan

laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat

Desa tahun anggaran sebelumnya.

) Penyaluran Dana Desa untuk Desa berstatus Desa
Mandiri dilaksanakan setelah KPA Penyaluran Dana
Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa menerima dokumen
persyaratan penyaluran dari bupati/walikota secara
lengkap dan benar, dengan ketentuan:
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a. tahap I sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal

23 ayat (5) huruf a angka 1 berupa:

1. peraturan bupati/walikota mengenai tata cara
pembagian dan penetapan rincian Dana Desa
setiap Desa;

2. peraturan Desa mengenai APBDes ; dan

3. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa;

b. tahap II sebesar sebagaimana dimaksud d

23 ayat (5) huruf b angka 1 berupa:

1. laporan realisasi penyerapan dan
Dana Desa tahun anggaran sel

2. laporan realisasi penyerap
Dana Desa tahap I menu an rata-rata realisasi
t sebesar 50% (lima

penyerapan paling sedi
puluh persen) d rata- paian keluaran
sedikit sebesar 35% (tiga
ana Desa tahap I yang

menunjukkan
puluh lima pe

Koadlinkasl Peraturan Dess

pencegahan stunting tingkat

De aran sebelumnya;
4. pe an a Desa mengenai penetapan keluarga
e anfaat BLT Desa atau peraturan
% aldesa mengenai penetapan tidak terdapat

arga penerima manfaat BLT Desa; dan

rita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif

sisa Dana Desa di RKUD antara Pemerintah

Daerah dan kepala KPPN yang berasal dari:

a) sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai
dengan Tahun Anggaran 2018 yang disetor
oleh kepala Desa ke RKUD; dan

b) sisa Dana Desa di RKUD Tahun Anggaran
2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019.

(3) Dalam hal Desa tidak melaksanakan BLT Desa Tahun
Anggaran 2020 selama 9 (sembilan) bulan, selain
persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
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()

()

6)

b dan ayat (2) huruf b, penyaluran Dana Desa tahap
I Tahun Anggaran 2021 juga di tambahkan dokumen
persyaratan berupa peraturan kepala Desa mengenai
tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT
Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia
cukup anggaran per bulannya.

Dalam hal bupati/walikota melakukan perubah
peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagi
dan penetapan rincian Dana Desa setiap Des
persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat
c dan ayat (2) huruf b juga ditambah
persyaratan berupa peraturan bupati/wali
perubahan tata cara pembagian d
Dana Desa setiap Desa.

Bupati/walikota bertanggung jawab \un menerbitkan
surat kuasa pemindahbukuah Dan sebagaimana
dimaksud pada ayat ( a angka 3 dan ayat
(2) huruf a angka 3 h Desa, dan wajib

disampaikan pada s dokumen persyaratan

Capaian ke imana dimaksud pada ayat
an huruf c angka 1 serta ayat
dihitung berdasarkan rata-rata

a 2 dan huruf c angka 1, serta ayat (2) huruf b
gka 2 dilakukan sesuai dengan tabel referensi data
bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran,
satuan keluaran, dan capaian keluaran.

Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada
ayat (7) belum memenuhi kebutuhan input data, bupati/
walikota menyampaikan permintaan perubahan tabel
referensi kepada KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus
Fisik dan Dana Desa untuk dilakukan pemutakhiran.
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(9) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada
ayat (8) mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh
Kementerian Dalam Negeri.

(10) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dengan surat
pengantar yang ditandatangani paling rendah oleh pimpin
organisasi perangkat Daerah yang menyelenggar
urusan pengelolaan keuangan Daerah atau pi

(hard copy).

(12) Dokumen digital (g
pada ayat (11) di asilkan melalui aplikasi

Kodinkasl Peraturan Desa
5
=
;

Pasal 25

Desa tahap I untuk kebutuhan BLT Desa bulan
satu sampai dengan bulan kelima sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) huruf a angka 2,
disalurkan dengan ketentuan:

a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 24 ayat (1) huruf a dan melakukan perekaman
jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang
berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran
Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu; dan
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(2

(3)

(4)

()

b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai
dengan bulan kelima untuk masing-masing bulan
disalurkan setelah bupati/walikota melakukan perekaman
realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan
sebelumnya.

Penyaluran Dana Desa Tahap II untuk BLT Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) h
b angka 2 untuk bulan keenam sampai dengan b

Penyaluran Dana Desa Tahap III
sebagaimana dimaksud dalam Pas
c angka 2 untuk bulan kesebelas
kedua belas masing-masing bul i kan setelah
bupati/walikota melakukan isasi jumlah

keluarga penerima manf; sebelumnya.

Perekaman sebagaimana/di pada ayat (1) sampai
dengan ayat (3) elalui aplikasi Online
Monitoring Sist araan dan Anggaran Negara

dimaksud pada ayat (4) untuk
jumlah keluarga penerima manfaat
elas dilakukan paling lambat tanggal 31

eluarga penerima manfaat sebagaimana
d pada ayat (1) huruf a, merupakan jumlah
diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima
faat BLT Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau
hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT
Desa tahun berkenaan.

(6a) Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa tahap I

dari hasil perkalian antara jumlah keluarga penerima
manfaat BLT Desa yang direkam dalam aplikasi Online
Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara
(OM SPAN) dengan besaran BLT Desa setiap bulan
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selama 5 (lima) bulan, paling banyak sebesar Dana Desa
tahap I yang akan disalurkan di luar dari kebutuhan
Dana Desa untuk penanganan Corona Virus Disease
2019 ( COVID-19).

(7) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat
BLT Desa, Dana Desa disalurkan dengan besaras

(8) Dalam hal terdapat perubahan peraturan

(1) huruf b angka 3, bupati/wali
perubahan peraturan kepala d

Desember.

BLT Desa bulan kesatu
yat (1) huruf a dapat

(8a) Penyaluran Dana D
sebagaimana dim
disalurkan bers penyaluran Dana Desa
tahap 1 sebagai i sud dalam Pasal 23 ayat (4)

g telah memenuhi persyaratan

Kodilkas) Peraturan Desa
§

idak dilaksanakan mulai bulan Januari,
dapat dilakukan setelah melakukan perekaman realisasi

jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan
sebelumnya.

(10) Dalam hal jumlah keluarga penerima manfaat yang
telah direalisasikan lebih besar atau lebih kecil dari

jumlah keluarga penerima manfaat yang telah direkam
pada bulan kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a, Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua
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sampai dengan bulan kedua belas tetap disalurkan
sebesar kebutuhan BLT Desa setiap bulan.

(11) Bupati/walikota bertanggung jawab atas kebenaran
perekaman data realisasi jumlah keluarga penerima
manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) sampai dengan ayat (3), dan ayat (5).
Di antara ayat (5) dan ayat (6) Pasal 26 disisipkan
(satu) ayat, yakni ayat (S5a) dan di antara ayat

ayat (8) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (7a),
Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

( z
Pasal 26

(1) Dana Desa tahap I untuk Desa ber; iri,
kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan
bulan ketujuh sebagaimana dim d Pasal 23
ayat (5) huruf a angka 2 urkan an ketentuan:

a. memenuhi persyaratafi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 24 ayat (2) a elakukan perekaman
jumlah keluarga faat setiap bulan yang
berlaku sel belas) bulan untuk penyaluran
Dana D Desa bulan kesatu;

BLT Desa bulan kedua sampai
etujuh untuk masing-masing bulan
bupati/walikota melakukan perekaman
mlah keluarga penerima manfaat bulan

yaluran Dana Desa Tahap II untuk BLT Desa
aimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5) huruf b
gka 2 untuk bulan kedelapan sampai dengan bulan
kedua belas masing-masing bulan disalurkan setelah
bupati/walikota melakukan perekaman realisasi jumlah
keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.

(3) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) dilakukan melalui aplikasi Online Monitoring
Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN).
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(4) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk
perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat
bulan kedua belas untuk Desa berstatus Desa Mandiri
dilakukan paling lambat 31 Desember.

(5) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan juml
yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga pene

Desa tahun berkenaan.

(5a) Kebutuhan Dana Desa untuk BLT De
hasil perkalian antara jumlah keluar
BLT Desa yang direkam dalam apli
Sistem Perbendaharaan dan
SPAN) dengan besaran BLT D

Negara (OM
bulan selama

7 (tujuh) bulan, sar Dana Desa
tahap I yang akan di di luar dari kebutuhan
Dana Desa untu Corona Virus Disease

Koadlinkasl Peraturan Dess

(6) Dalam hal ti pat keluarga penerima manfaat
BLT Des disalurkan dengan besaran
ud dalam Pasal 23 ayat (5) tanpa
an Dana Desa untuk BLT Desa.
(7) erdapat perubahan peraturan kepala Desa
enetapan keluarga penerima manfaat BLT
agaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat
ruf b angka 4, bupati/walikota menyampaikan
rubahan peraturan kepala Desa dimaksud melalui
aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan
Anggaran Negara (OM SPAN) paling lambat tanggal 31
Desember.

(7a) Penyaluran Dana Desa BLT Desa bulan kesatu
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat
disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa
tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat ()
huruf a angka 1 sepanjang telah memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
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(8) Dalam hal penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa
bulan kesatu tidak dilaksanakan mulai bulan Januari,
penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk bulan
kesatu sampai dengan bulan yang belum dibayarkan
dapat dilakukan setelah melakukan perekaman realisasi
jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bul
sebelumnya.

(9) Dalam hal jumlah keluarga penerima manfaat un
berstatus Desa Mandiri yang telah direalisasikan

bulan kedua belas tetap disalurka
BLT Desa setiap bulan sebagaimas imaksud pada
ayat (1) huruf a.
(10) Bupati/walikota berta jawab atas kebenaran
perekaman data realisasi j keluarga penerima
dimaksud pada ayat

(1),
Di antara Pas Pasal 30 disisipkan 3 (tiga) Pasal,
yakni Pas ) 29B, dan Pasal 29C, sehingga
berbunyi

Dana Desa untuk mendukung penanganan
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

a setiap Desa.

Pagu Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berdasarkan peraturan bupati/walikota
mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian
Dana Desa setiap Desa.

(3) Dalam hal belum terdapat peraturan bupati/walikota
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pagu Dana Desa
menggunakan pagu Dana Desa sesuai tabel referensi
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alokasi Dana Desa per Desa pada Aplikasi Online
Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara
(OM SPAN).

(4) Penyaluran Dana Desa sebesar 8% (delapan persen) dari
pagu Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) merupakan bagian dari penyaluran D
Desa tahap I di luar kebutuhan Dana Desa untuk
Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23
huruf a angka 1 dan ayat (5) huruf a an

(5) Dalam hal:
a. Dana Desa untuk mendukung pens
Corona Virus Disease 2019 (CO, sar 8%
(delapan persen) sebagaiman ksu ada ayat
(1) telah disalurkan berdas Dana Desa

sebagaimana dimaksud pad

b. telah terdapat pera i ota sebagaimana
dimaksud pada
penyaluran D

g menjadi persyaratan
ap I, bupati/walikota
pagu Dana Desa setiap
an bupati/walikota sebagaimana
ruf b pada Aplikasi Online
m Perbendaharaan dan Anggaran

Koadlinkasl Peraturan Dess

Pasal 29B

a sebesar 8% (delapan persen) sebagaimana
ud dalam Pasal 29A ayat (1) disalurkan setelah
A Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana

esa menerima dokumen berupa:

a. rincian Dana Desa setiap Desa yang ditandatangani
oleh pimpinan organisasi perangkat daerah yang
menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan
daerah; dan

b.

surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa yang
ditandatangani oleh bupati/walikota.
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(2) Rincian Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a, merupakan hasil dari penandaan
Desa yang layak salur melalui aplikasi Online Monitoring
Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN)
yang dilakukan oleh bupati/walikota.

(3) Sisa Dana Desa tahap I yang belum disalurkan selain
yang sebesar 8% (delapan persen) sebagaimana dimaks
pada ayat (1), disalurkan setelah KPA Penyaluran
Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa menerima d
dari bupati/walikota berupa:

a. peraturan Desa mengenai APBDes; da

b. peraturan bupati/walikota mengenai
dan penetapan rincian Dana D

(4) Dokumen persyaratan penyaluran sebagai a dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (3) disampai engan surat
pengantar yang ditandatan, ing re oleh pimpinan
organisasi perangkat D ng menyelenggarakan

urusan pengelolaan

organisasi perangk

erah atau pimpinan
ang menyelenggarakan

s Fisik dan Dana Desa melalui Aplikasi Online
toring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara
SPAN).

Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap I, dukungan
pendanaan penanganan Corona Virus Disease 2019 (
COVID-19) paling sedikit sebesar 8% (delapan persen)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Dana
Desa tahap I yang telah disalurkan di luar kebutuhan
Dana Desa untuk BLT Desa.
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Pasal 29C

(1) Dalam hal kebutuhan dukungan pendanaan penanganan
Corona Virus Disease 2019 ( COVID- 1 9) melebihi dari
8% (delapan persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa,
pemenuhan kebutuhan pendanaan dapat menggunakan
Dana Desa tahap I di luar kebutuhan Dana Desa un
BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dyat
(4) huruf a angka 1 dan ayat (5) huruf a an

(2) Dalam hal kebutuhan dukungan pendanaan

pada ayat (1) tidak mencukupi,
pendanaan dapat menggun

6. Ketentuan Pasal 38 diuba i rbunyi sebagai
berikut:

Kodinkasl Peraturan Desa
3
g
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(1) Dana Desa diprio naannya untuk pemulihan
gan sektor prioritas di Desa.

pada ayat (1) berupa pengembangan Desa Digital, Desa
/isata, usaha budi daya pertanian, peternakan, perikanan,
ketahanan pangan dan hewani, dan perbaikan fasilitas
kesehatan.

(4) Jaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) berupa BLT Desa menjadi prioritas utama
dalam penggunaan Dana Desa.

(5) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) termasuk pendanaan kegiatan dalam
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rangka penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) sesuai kewenangan Desa.

(6) Pendanaan kegiatan dalam rangka penanganan pandemi
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) ditetapkan paling sedikit 8%
(delapan persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa.

(7) Pagu Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaks
pada ayat (6) di luar dan tidak termasuk pend
untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada

(8) Penanganan pandemi Corona Virus Disease

atau pos jaga di Desa.
(9) Pos komando penanganan pandemi

20 19 (COVID-19) atau p a seba; ana dimaksud

pada ayat (8), memiliki ffingsi

a. pencegahan ;

penanganan;

aan penanganan Corona Virus
D-19) di tingkat Desa.

penanganan pandemi Corona Virus
(COVID-19) termasuk pelaksanaan
Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)

gsi sebagaimana dimaksud pada ayat (9), berpedoman
ada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Desa melakukan penyesuaian penggunaan

Dana Desa atas kegiatan penanganan pandemi Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19) sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(12) Gubernur dan bupati/walikota penerima Dana Desa
mendorong dan memantau pelaksanaan kegiatan penanganan
pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang
didanai dari Dana Desa.
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(13) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berpedoman pada Peraturan Menteri Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
mengenai prioritas penggunaan Dana Desa.

Ketentuan ayat (4) dan ayat (9) Pasal 47 diubah dan
setelah ayat (9) ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni a
(10), sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

(1) Pemantauan sisa Dana Desa sebagaim sud
dalam Pasal 43 ayat (2) huruf e di uk
mengetahui:

a. besaran sisa Dana Desa di R i ggaran

2015 sampai dengan Tahup Anggatan 2018 yang
belum disetorkan oleh kep esa ke RKUD;

b. besaran sisa Dan sa di D yang belum
disetorkan oleh bupati/walikota ke RKUN meliputi:

1. sisa Dan Anggaran 2015 sampai
an 2018 yang disetor oleh
RKUD; dan

isa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a diperhitungkan pada penyaluran Dana
Desa tahap Il atau pada penyaluran Dana Desa tahap
II untuk Desa berstatus Desa Mandiri Tahun Anggaran
2021 setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk
BLT Desa berdasarkan hasil rekonsiliasi antara kepala
Desa dan bupati/walikota.
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(3)

&)

()

©)

(7)

Hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) disampaikan bupati/walikota kepada Kepala KPPN
selaku KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik
dan Dana Desa sebagai dasar penghitungan penyaluran
Dana Desa melalui aplikasi Online Monitoring Sistem
Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN).

Sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada aya
(1) huruf b diperhitungkan melalui pemotongan Da
Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil.

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuang
memperhitungkan sisa Dana Desa sebagaim
pada ayat (4) setelah mendapat data
sisa Dana Desa di RKUD antara
dengan KPA Penyaluran Dana asi

dan Dana Desa dari Koordinator Pe uran Dana
Alokasi Khusus Fisik dan a D

Pemotongan Dana Alo
Hasil sebagaimana di
dengan Keputusan
oleh Direktur

dan/atau Dana Bagi
ayat (4) ditetapkan
gan yang ditandatangani
Perimbangan Keuangan atas

Sisa Da Tahun Anggaran 2019 yang
i ngkan di tahap III Tahun Anggaran
a dimaksud pada ayat (1) huruf c,
dalam penyaluran Dana Desa tahap

sa Dana Desa di RKD Tahun Anggaran 2020
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, yang
tidak dianggarkan kembali akan diperhitungkan pada
penyaluran Dana Desa tahap III atau penyaluran Dana
Desa tahap II untuk Desa berstatus Desa Mandiri Tahun
Anggaran 2021 setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa
untuk BLT Desa.
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(9) Dalam hal Dana Desa tahap III atau Dana Desa tahap
II untuk Desa berstatus Desa Mandiri Tahun Anggaran
2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (7),
dan ayat (8) tidak mencukupi, selisih sisa Dana Desa
diperhitungkan pada penyaluran Dana Desa tahap II
Tahun Anggaran 2022.

(10) Penyelesaian Dana Desa di RKUD melalui pemoto

DAU dan/atau DBH sebagaimana dimaksud pas
(4) dapat dilaksanakan melebihi 1 (satu) tahun

a

Di antara Pasal 47 dan Pasal 48 disisipka
yakni Pasal 47A dan Pasal 47B, sehingga

berikut:
Pasal 47A
(1) Perhitungan slsa Dana Desa agaimana dimaksud
dalam Pasal 47 ayat ikecu. bagi Desa yang

mengalami bencana falam #8esuai dengan ketentuan
peraturan perund

(2) Bencana alam dimaksud pada ayat (1)

Koadlinkasl Peraturan Dess

mengakibat atau rusaknya sebagian atau

D .
xrtanggungjawaban penggunaan Dana

an /atau

an kegiatan yang didanai Dana Desa.

g, merupakan Dana Desa dalam bentuk tunai yang

elah ditarik dari RKD.

4) Bupati/walikota menandai Desa yang mengalami bencana
alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan melakukan
perekaman nilai Dana Desa yang hilang atau tidak
dapat dipertanggungjawabkan akibat bencana alam pada
aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan
Anggaran Negara (OM SPAN).
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(5) Bupati/walikota menyampaikan surat permohonan
pengecualian perhitungan sisa Dana Desa kepada KPA
Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa yang paling
kurang memuat:

a. nama dan kode Desa;
b. peristiwa bencana alam yang dialami;
c. waktu kejadian; dan

akibat bencana alam sebagaimana dimaksu

ayat (2).

(6) Surat permohonan pengecualian perhitunga
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
dokumen berupa:

a. daftar Desa hasil penandaan sebagaimana“dimaksud
pada ayat (4) hasil cetakan ri aplikasi Online
Monitoring Sistem Perbendaha n Anggaran
Negara (OM SPAN) y. datangani oleh bupati/

awab Mutlak (SPTJM)
yang ditand kepala Desa. Dokumen
i pada ayat (5) dan ayat (6)
i aplikasi Online Monitoring Sistem
Anggaran Negara (OM SPAN).

10) Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat
(7) tidak sesuai, KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana
Desa menolak permintaan pengecualian perhitungan sisa
Dana Desa.
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(11) Kebenaran atas Desa yang mengalami bencana alam
dan nilai kerugian atas Dana Desa merupakan tanggung
jawab dari bupati/walikota.

(12) Bupati/walikota mengajukan surat permohonan
pengecualian perhitungan sisa Dana Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) paling lambat sebelum pengaju.
penyaluran Dana Desa tahap III atau tahap I untuk
Desa berstatus Desa Mandiri.

(13) Dalam hal Desa telah menerima penyal
Desa tahap III atau tahap II untuk De
Desa Mandiri, permohonan pengecuali

sisa Dana Desa sebagaimana dim
tidak dapat diajukan.

Pasal 47B

Dalam hal KPA Penyalur AK
ecualian perhitungan sisa
dalam Pasal 47A ayat
epala Desa dikecualikan
a Dana Desa yang hilang
nggungjawabkan sebagaimana
47A ayat (4) ke RKUD.

an Dana Desa

telah menerima perminta;
Dana Desa sebagaiman
(9) dengan lengkap
dari kewajiban
atau tidak

asal 53 diubah, sehingga berbunyi

Pasal 53

Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan
uangan dapat melakukan penghentian penyaluran
ana Desa tahun anggaran berjalan dan/atau tahun
anggaran berikutnya, dalam hal terdapat permasalahan
Desa, berupa:

a. kepala Desa melakukan penyalahgunaan Dana Desa
dan ditetapkan sebagai tersangka; atau

b. Desa mengalami permasalahan administrasi dan/atau
ketidakjelasan status hukum.
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(2) Bupati/walikota melakukan pemantauan atas proses
perkara hukum penyalahgunaan Dana Desa yang
melibatkan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a.

(3) Dalam hal kepala Desa telah ditetapkan sebagai tersangka,
bupati/walikota menyampaikan surat permohonan
penghentian penyaluran Dana Desa kepada Kementeria

(4) Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Peri
Keuangan dapat melakukan penghentian
Dana Desa, berdasarkan :

a. surat permohonan dari bupati/wali
dimaksud pada ayat (3) ; atau

b. surat rekomendasi dari kementeri baga terkait
atas permasalahan Desa sebag

ayat (1) huruf b.

(5) Penghentian penyaluran

kementerian/1 it sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) hu

tahap berik

mulai penyaluran Dana Desa
surat dimaksud diterima.

enghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan melalui naskah
dinas Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan kepada
Direktur Jenderal Perbendaharaan dan bupati/walikota
atau kementerian/lembaga terkait.
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10. Ketentuan ayat (7) Pasal 54 diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 54

(1) Dana Desa yang dihentikan penyalurannya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 53 ayat (4), tidak dapat disalurk:
kembali ke RKD.

(2) Desa yang dihentikan penyaluran Dana Desa sebagai
dimaksud dalam Pasal 53 ayat (4) huruf
mendapatkan penyaluran Dana Desa pada tahu
berikutnya setelah periode penghentian pg
Desa.

(3) Pengecualian atas pengaturan s
pada ayat (2) dilakukan setel enteri
Direktur Jenderal Perimbanga
surat permohonan pencabutan
Dana Desa dari bupatifwalikota paling lambat tanggal

Keuangan menerima

tian penyaluran

(4) penghentian penyaluran
dimaksud pada ayat (3)
apat pencabutan status hukum

status hukum tersangka, dan/

Koadlinkasl Peraturan Dess

dalam Pasal 53 ayat (4) huruf b, dilaksanakan
Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal
rimbangan Keuangan menerima surat rekomendasi
encabutan penghentian penyaluran Dana Desa dari
kementerian/lembaga terkait paling lambat tanggal 30
Juni tahun anggaran berjalan.

Dalam hal surat permohonan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) atau surat rekomendasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) diterima setelah tanggal 30
Juni tahun anggaran berjalan, Dana Desa disalurkan
untuk tahun anggaran berikutnya sepanjang Dana Desa
untuk Desa tersebut telah dialokasikan.
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(7) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan berdasarkan
surat permohonan dari bupati/walikota sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) atau surat rekomendasi dari
kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) menerbitkan naskah dinas pencabutan penghentian
penyaluran Dana Desa dan disampaikan kepada Direktur
Jenderal Perbendaharaan dan bupati/walikota ata
kementerian/lembaga terkait.

11. Ketentuan Pasal 57 diubah sehingga berbunyi
berikut:

Pasal 57

(1) Bupati/walikota melakukan penge mlah
Desa di wilayahnya dengan membandingk a jumlah
Desa sebagaimana dimaksud dal Pa; 7 ayat (1)
dengan data jumlah Desa dimiliki oleh
Pemerintah Daerah.

(2) Bupati/walikota me ika asil pengecekan data
jumlah Desa sebad aksud pada ayat (1)

egeri dan Menteri Keuangan
imbangan Keuangan paling
bulan Juli.
(3) C nlah Desa hasil pengecekan bupati/
i imana dimaksud pada ayat (1) lebih sedikit
dengan data jumlah Desa sebagaimana
dalam Pasal 7 ayat (1), Menteri Keuangan
ektur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat
gogunakan data jumlah Desa hasil pengecekan
Ipati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dalam melakukan penghitungan rincian Dana Desa
setiap Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 setelah berkoordinasi dengan Kementerian
Dalam Negeri.

(4) Dalam hal data jumlah Desa hasil pengecekan bupati/
walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih banyak
dibandingkan dengan data jumlah Desa sebagaimana
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dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Menteri Keuangan c.q.
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menggunakan
data jumlah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal
7 ayat (1) dalam melakukan penghitungan rincian
Dana Desa setiap Daerah kabupaten/kota sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6.

12. Ketentuan ayat (4) Pasal 59 diubah, sehingga ber
sebagai berikut:
Pasal 59

(1) Rekonsiliasi sisa dana di RKD Tahun
sampai dengan Tahun Anggaran 2018
walikota dan kepala Desa dil

a bupati/
>y lambat

Acara Rekonsiliasi.

(2) Berdasarkan hasil rekonsi

pada ayat (1), kepal enyetorkan sisa dana ke
RKUD paling lambat April 2021.
(3) Rekonsiliasi sisa D Tahun Anggaran 2015

Koadlinkasl Peraturan Dess

sampai den Anggaran 2019 antara bupati/
uran Dana Alokasi Khusus Fisik
kan paling lambat tanggal 28 Mei
an dalam Berita Acara Rekonsiliasi.

elakukan perekaman dan pendetailan atas sisa Dana

Desa yang telah disetor ke RKUN dalam aplikasi Online

Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara

(OM SPAN) paling lambat tanggal 9 Juli 2021.

. Setelah huruf h Pasal 61 ditambahkan 2 (dua) huruf,
yakni huruf i dan huruf j, sehingga Pasal 61 huruf i dan
huruf j berbunyi sebagai berikut:
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Pasal 61

Ketentuan mengenai:

i. format berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), dan

Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) ; dan

permintaan pengecualian perhitungan sisa Dana D

ii. format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47A ayat (5) f

b, tercantum dalam Lampiran yang merupak:

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan i
Pasal II
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pad ggal gkan.

ngundangan

Agar setiap orang mengetahuinya, memeri
Peraturan Menteri ini dengan penemp.
Negara Republik Indonesia.

dalam Be

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

di Jakarta pada tanggal 23 Juni
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KEPALA BADAN.

PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA 4

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHU.
2021 NOMOR 718

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Plt. Kepala Bagian ﬁc{
Ty W4 J
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LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN
REPUBLIKI INDONESIA NOMOR 69/PMK.07/2021
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER!
KEUANGAN NOMOR 222/PMK.07/2020 TENTANG
PENGELOLAAN DANA DESA

CONTOH FORMAT BERITA ACARA KONFIRMASI D
REKONSILIASI KUMULATIF SISA DANA D

BERITA ACARA KONFIRMASI DAN REKONSILIASI
KUMULATIF SISA DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2015 S,
Di REKENING KAS DESA

Nomor : BAR- ................ /20XX 1
Pada Hari ini ... Tanggal ... Bulan v telah
diselenggarakan Konfirmasi dan Rekonsiliasi Data Kumu, a Desa Tahun
2015 s.d 2018 antara Badan Pengelola Keuangan da h (atau yang

dipersamakan) Kabupaten/Kota ............ syarakat Desa
latau yang dlptrsmakan} Kabupaten/Kota _ S8 ............" ngan Desa ...
Kecamatan.. .

Konfirmasi dan rekonsiliasi dilaksa 5@ bersama-sama, dengan hasil

sebagai berikut:

Sisa Dana Desa

Peuy yang disstor ke
REUD

dari REUD

(k) (f) =(becj-{d+e)

Desa bertanggungjawab penuh terhadap kebenaran data kumulatif sisa
a yvang diserahkan ke BPKAD sebagaimana tercantum dalam Berita Acara
liasi Sisa Dana Desa ini. Bukti-bukti pendukung pencatatan Dana Desa telah
pan sesuai ketentuan vang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan
rluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Data-data pada tabel di atas telah sesuai dengan pencatatan dalam aplikasi
OMSPAN. Sisa Dana Desa sebesar Rp... .. disetorkan ke Rekening Kas
Umum Daerah paling lambat tanggal 30 ﬁpnl 2021.

Dalam hal setelah dilaksanakan rekonsiliasi dan penyetoran sisa Dana Desa ke
RKUD berdasarkan hasil audit/reviua aparat pengawas fungsional ditemukan
kekurangan dalam penyetoran sisa Dana Desa, maka Desa berkewajiban melakukan
penyetoran ke RKUD.
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Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunalkan
seperiunya.
MNama
Petugas Rekon dari DPMD Petugas Relkon dari BFHAD
Nama
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BERITA ACARA KONFIRMASI DAN
REKONSILIASI KUMULATIF SISA DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2015 S.D. 2019 DI
REKENING KAS UMUM DAERAH

BERITA ACARA KONFIRMASI DAN REKONSILIASI
KUMULATIF SISA DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2015 §.D, 2019
DI REKENING KAS UMUM DAERAH

720X

Pada Hari ini ........ Tanggal .... Bulan ...... . Tahun ...
Rekonsiliasi Data Kumulﬂt:! Sisa Dana Desa Tahun 2015 s.d 2019 antara Badan
Keuangan dan Aset Daerah (atau yang d]peranmakn.n} K.abupnlzn,r‘l(otx
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) ..

Rekonsiliasi dilaksanakan secara bersama-sama, dengan hasil sebagai
Dana Desa TAYL

Jumlah penyaluran
Tahun yang di Anggarkan
dari RKUN Kembali

(8] b} I«
2015 Rp.
2016 | Rp. Rp.

2017 Rp. Rp.
2018 Rp. Rp.
2019 | Rp. Rp. Rp.
Siza Dana Desa di RKUD yang di setor ke Rp.
Rp.
[ Rp.

Kepala BPKAD Kabupatey R ....... @ bertanggungjawab penuh terhadap

i gaimana tercantum dalam Berita Acara
Rekonsiliasi Sisa Dana De: - ng realisasi penyaluran ke Rekening Kas
Desa telah disimpan ses 3 berlaku untuk kelengkapan administrasi dan
keperluan pemeriksaan aparat Va2 ional.

Data-data sel 2 alam tabel di atas telah sesuai dengan pencatatan
Y iplika Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri
Keuangan (PM 2020 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor
i sebesar Rp......ccccovevveennnn ™ disctor ke Reckening Kas
30 Juni 2021.

sanakan rekonsiliasi dan penyetoran sisa Dana Desa ke RKUN
iu aparat pengawas fungsional ditemukan kekurangan dalam
a, maka BPKAD berkewajiban melakukan penyetoran ke RKUN.
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PETUNJUK PENGISIAN

No.

Uraian

Diisi sesuai nomor BAR disesuaikan dengan kode
Pemerintah Daerah dan kode KPPN.

Diisi sesuai nama KPPN yang melayani wilayah
Pemerintah Daerah bersangkutan.

Diisi sesuai nama kabupaten/kota.

Diisi sesuai nominal kurnulatif sisa Dana Desa.

Diisi sesuai lokasi dan tanggal.

Diisi sesuai nama dan NIP Kepala BPKA

N o g AW

Diisi sesuai nama dan NIP Kepala KPP

126
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H.

CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN
TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM) PERMINTAAN
PENGECUALIAN PERHITUNGAN SISA DANA DESA

KOP SURAT PEMERINTAH DESA

Nama R
Jabatan :

Alamat

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :
1.

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)
PERMINTAAN PENGECUALIAN PERHITUNGAN SISA DANA DESA

Yang bertanda tangan di bawah ini:
(1}
12)
i3)

Kepala Desa ..

5 R —
perhitungan sisa Dana Desa benar-benar,

(4) vang diajukan permintaan

naannya atau hilang.
JM ini tidak benar dan
negara, bersedia
tersebut ke kas negara.

Dalam hal pernyataan yang
berakibat
mengembalikan dan me

menimbulkan kami

Demikian surat t dengan sebenar-benarnya.

[P | - | R Ppop
Kepala Desa
....................... (7}

METERAI
Rp10.000
(RN RRRPRRRP— -
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PETUNJUK PENGISIAN

No Uraian Isian

(1) Diisi dengan nama Kepala Desa.

(2) Diisi dengan nama Desa tempat menjabat.

(3) Diisi dengan alamat tempat tinggal Kepala Desa.
(4) Diisi dengan nama Desa.

(9) Diisi dengan jumlah Dana Desa.

(6) Diisi nama Kota dan tanggal penandatanga

(7) Diisi dengan nama Desa.

(8) Diisi nama Kepala Desa.
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Tentang Penyusun

Dr. DADANG SUW
M.Ak., Ak., CA. Me
Direktorat Jenderal Pengawa Keuangan

Negara Departemgen Ke ada Februari

1983, Perw:

PKP Provinsi Sumatera

Barat, Perwaki PKP Provinsi Jawa
Barat, P sat. Diperbantukan
pada Inspektorat Jen an Dalam Negeri sejak

Tahun 2005 sampai
berbagai jabatan s

i Auditor Ahli Madya serta
aitu Kepala Bagian Administrasi

dan Tata UsahallP Kepala Bagian Umum, Kepala
Bagian Eval an Hasil Pengawasan serta terakhir
sebagai pejaba Ila menjadi Inspektur Wilayah III. Pernah

pada Yayasan Purna Bakti sebagai Staf
Umum pada PT. Selaras Griya Adigunatama
Induk Tanah Tinggi Tangerang). Sejak tahun
sekarang, pengajar/widyaiswara tidak tetap pada
Diklat/Pusat Pengembangan SDM Kementerian Dalam
1. Sejak Agustus 2013 sampai sekarang sebagai Dosen
p di IPDN dengan spesifikasi pada Bidang Keuangan, Audit
an Akuntansi Pemerintah Daerah. Aktif sebagai pembicara dan
narasumber pada acara pelatihan, seminar, dan workshop tingkat
nasional dan daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan
pemerintah daerah. Tim penyusun modul di Deputi Pelayanan
Publik Kementerian PAN RB pada tahun 2019. Sejak tahun
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Buku-Buku yang Telah Dipublikasikan

2019 sampai sekarang menjadi Staf Ahli Sekretaris Jenderal
Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI).

Sejak tahun 2003 sampai sekarang sering menjadi saksi ahli
di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi terkait tindak pidana
korupsi (Tipikor) maupun di Pengadilan Tata Usaha Negara
(PTUN).
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No Judul Penerbit
Strategi Mendapatkan Opini WTP
1
Laporan Keuangan Pemda
2 Optimalisasi Pengelolaan Aset/Barang
Milik Daerah
Panduan Praktis Implementasi
3 | Penyelenggaraan SPIP Pemerintah
Daerah
Menyusun Standard Operati
4 | Procedurs Lembaga Peméri PPM Jakarta 2014
Berbasis SPIP
5 PPM Jakarta 2014
PT Remaja
6 . Rosdakarya September
an [ 2014
% Bandung
. ]
Berpedoman SAP Berbasis PPM Jakarta 2015
Bagan Akun Standar Sistem Akuntansi RP(-)rsggkn; ajaa Juni
L Pemerintah Daerah Y 2015
Bandung
Lambert
Factors Affecting Quality Of Local Ifuc;ﬁ;:?r]‘c Juli
Government’s Financial Statements g 2015
Saabrucken
Germany
10 Dasar-Dasar Akuntansi Akrual PT Ghalia Maret
Pemerintah Daerah Indonesia 2016
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No Judul Penerbit Tahun
11 Penguatan Pengawasan DPRD untuk Rpc-)rsgglr:e]a a]aa Maret
Pemerintahan Daerah yang Efektif Y 2016
Bandung
Optimalisasi Fungsi Penganggaran PT Remaja Mei
12 |DPRD dalam Penyusunan PERDA Rosdakarya 2016
APBD Bandung
Peningkatan Fungsi DPRD dalam PT Remaja
13 Penyusunan Perda yang Responsif Rosdalarya
Y yang resp Bandung
Peran Pengawasan DPRD Terhadap
14 | LKP] dan LPP APBD/LKPD Audited
Serta TLHP BPK
15 Panduan Penerapan Reviu Laporan Februari
Keuangan Pemerintah Daerah 2017
Panduan Penerapan Kebijakan
16 Akuntansi Akrual Pemerint lia Bogor 2017
17 Reviu Rencana Kerja Rpc-)l-ssslr(?a ajaa Januari
Pemerintah Daer: Y 2018
Bandung
PT Remaja Mei
Rosdakarya
2019
Bandung
PT Remaja
Rosdakarya September
2019
Bandung
ual Aplikasi Sistem Informasi PT Remaja November
euangan Daerah Berbasis Akrual Rosdakarya 2019
(e-KEUDA) Bandung
PT Remaja Januari
Forum Konsultasi Publik Rosdakarya
2020
Bandung
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No Judul Penerbit Tahun
PT Remaja .
. . . Januari
22 |Sistem Informasi Pelayanan Publik Rosdakarya
2020
Bandung
23 Dasar-Dasar Akuntansi Pemerintah ggsggkn; a]aa Februag
Daerah Berbasis Akrual Yy 20
Bandung
. PT Remaja
2% Teknis Penyusunan Komponen Rosdakary

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

25

Panduan Penyusunan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPIMD)

Pedoman Pelaksanaan Reviu Laporan

September

26 |Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 2020
(LPPD)
27 Panduan Teknik Aplikasi Isgszgkn; aJaa Desember
Informasi Barang E-KE $4 2020
Bandung
Mal Pelayana PT Remaja .
. - Januari
28 |peningkatan si Layanan Rosdakarya
2021
Bandung
PT Remaja Pebruari
dar Pelayanan Publik | Rosdakarya
2021
Bandung
PT Remaja AsUstus
RPIMD dan Restra SKPD Rosdakarya &
2021
Bandung
Kodifikasi Peraturan Desa: PT Remaja November
1 | Penyelenggaraan Pemerintahan dan Rosdakarya
2021
Kewenangan Desa Bandung
Kodifikasi Peraturan Desa: PT Remaja November
32 | Pembangunan Desa serta Pengadaan Rosdakarya
2021
Barang dan Jasa Desa Bandung
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No Judul Penerbit Tahun
33 Kodifikasi Peraturan Desa: [sc;rsgglr(g ajz November
Administrasi dan Aset Desa Y 2021
Bandung
Kodifikasi Peraturan Desa: PT Remaja November
34 Rosdakarya
Pengelolaan Keuangan Desa 2021
Bandung

Publikasi Jurnal Internasional yang Ditulis

No Judul Issue Publisher Inde

1 | Factors Affecting | Volume | Jurnal The
Quality of Local | 6 No 4 | International
Government Tahun Institute org/Journals/
Financial 2015 of Science, ndex. php/
Statement To Technolo RIFA/ article/
Get Unqualified and view/19978
Opinion (WTP) of
Audit Board of
the Republic of
Indonesia (BPK)

2 | Regional http://ijecm.
Performance co.uk/
Allowances volume-vii-
Instrument issue-4/
Improving 0Js
Performance
of Governme

Kingdom
3 International http://www.
8, Issue | Journal of ) ijstrorg/paper-
05 May | Scientific & Terindeks | references.
2019 Technology Scopus | php?ref=IJSTR-
Research 0419-20153
(1ISTR)
Volume | International http://www.
9, Issue | Journal of ijstr. org/
01, Sciehntiflic & paper-
Januari | Technology ; references.
Absorption and 2020 Research Tesrmdeks php?ref=IISTR-
Poverty Level (IISTR) COPUS | 0120-27987
In The West
Nusatenggara
Province
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5 | Recruitment of Volume | International http://www.
Prospective Civil | 9, Issue | Journal of ) ijstr. org/
Servants Towards | 01 May | Scientific & Terindeks | paper-

World Class 2020 Technology Scopus | references.
Bureaucracy In Research php?ref=IISTR-
Indonesia (13STR) 1219-26368

6 | Idea Formats Volume | International http://www.
for Selection 10, Journal of ijsrp. org/
Regional Heads Juni Scientic and research-
in The Future 2020 Research 015 paper- 062
as a Democracy publication php?rp=
setherment
Requitment in
Indonesia

7 | The Fiscal Volume | Jurnal
Capacity of The 12, Bina Praja
Autonomous Nomor | Research and
Region (DOB) 1, Mei | Development
In Increasing 2020 Agency
Economic Minister of
Growth and Home Affairs
Eradication of Republic of
The Poor Indonesia

8 | Decentralization Journal of https://www.
of Fiscall jardcs. org/
Asymmetric i abstract.
for Community Terindeks | php?id =5933
Well Being: Scopus
Evidence From
Aceh Propince,

Indonesia

9 | Risk http://
Management ayerjournal.
Solution in Lo Scopus | com/index.
Government 01 php/ayer/
Financial article/

view/116
Oceanide http://
Jounal oceanigelnetne.
net/indek.
Sca;%us php/o/article/
view/68
Solid State http://www.
Technology scimagojr.
com/
Supervisors in Scoyzus journalsearch/
the Inspectorates | 2020 php?q=2720&
Government tip=
Indonesia sid&clean=0
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12 | Human Resource | Volume | Jurnal WWW.
Development 8 No 1 | of Asian koreascience.
in Local tahun Finance, or.kr/article/
Governments: 2021 Economics Scopus | JAKO2021005
Inscreased and Business Q2 69475376.
Transparency view?orgld=
and Public kodisa
Accountability

13 | The Volume | Jurnal Ilmiah http://
Implementation | 21 No Universitas ji.unbari.ac.id/
of Performance- | 2 tahun | Batanghari index.php/
Based Budgeting | 2021 Jambi ilmiah/article
Through A view/157
money Follow
Program in
Impressing
Budget
Corruption

14 | Kepemimpinan Volume | Jurnal Ilmiah
dalam 21 No Universitas
Peningkatan 3 tahun | Batanghari
Kualitas 2021 Jambi
Pelayanan Publik
di Daerah

No

1 The effect of asset C o increase the local government
financial reports Selangor Malaysia).

al government and the new

ategi Pemda meraih opini WTP, Majalah Triwulanan Edisi
Khusus HUT ke 30 Warta Pengawasan BPKP, Maret 2014

Reformasi Fiskal (Perpajakan) Pada Pemerintah Daerah Dan
Tugas Administrasi Yang Baru, Jurnal Ekonomi dan Keuangan
Publik, IPDN. Juni 2015

Mewujudkan Tujuan Desentralisasi, Media online Amunisi News.
http://amunisinews.com. Oktober 2017
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No Judul
4 Dari Buku hingga Asas Desentralisasi, Media online Amunisi
News. http://amunisinews.com. Oktober 2017
5 Konseptor Administrasi Pemerintah Daerah, Media online Harnas
News. http://harnasnews.com. Oktober 2017
6 Menilik Problematika Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Desa,
detelksi online, http://deteksionline.com, November 2017.
7 Problematika Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Desa, M
online Harnas News. http://harnasnews.com. Desemb
Lampu Kuning Keuangan Pemerintah Daerah, Opini kora
8 | 8 Februari 2021. https://koran.tempo.co/read/4,

kuning-keuangan-pemerintahan-daerah
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